PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 1% TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
- PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA

L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

Menimbang :

Mengingat

BUPATI BOMBANA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan'

kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan
perizinan berusaha dan non perizinan serta mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi,
maka setiap penyelenggaxa pelayanan publik wajib
menetapkan  Standar Pelayanan dan  Standar
Operasional Prosedur Peiayanan perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bombana tentang Standar Pelayanan
Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan

Non Perizinan. pada Dinas Penanaman Modal dan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
. bahwa berdasarkan vpertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan pada'Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;

. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik 'Indungsia Tahlan 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara



_2;

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 735, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan ~ Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahhn 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Leﬁlbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentahg Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang | Nomor 25 Tahun 2009 ientang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856});

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
| sebagaimana teiah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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11.

12.
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi UndangéUndang, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856},

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357};
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha | Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618); .

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221); |

Perataran Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

13.

Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Peraturan Menf:eri Pembérdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penjusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
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15.

16.

17.

18.

19,

20.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Beritd Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah,;

Peraturan Bupati Borhbana Nomor 67 Tahun 2021
tentang Pendélegasian Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepaida Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bombana;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko di Kabupaten Bombana;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bombana,;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan :| PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

il A A

10.

11.

12.

DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Bombér_;a.
Bupati ada]afh Bupati Bombana.
Pemerintah_baerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya Idising_;kat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kébupaten Bombana.

Kepala DPM:PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Sa_tﬁ Pintu Kabupaten Bombana.

Standar Operasional Prosedur yang selanjuinya disingkat SOP adalah
serangkaian|ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggali'aan administrasi pemerintahan.

Front Ofﬁcei adalah bagian pertama dan terakhir yang melakukan

pelayanan Ia;ngsung kepada masyarakat atau pemohon.

Back Oﬁ‘ice; adalah segala aktifitas yang melakukan pencetakan/
pengetikan -Iiierizinan, laporan-laporan dan aktifitas administrasi.

Prosedur aéalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang

‘harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kegiatan a(%lalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk
mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang
telah 'ditentuikan dalam Standar Operasional Prosedur.

Retribusi ad:alah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintahaln Kabupaten Bombana untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surallt ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumiah
pokok retribusi yang terutang.
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13. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha
| yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaata:g Tuang, serta penggunaan sumber
daya alam, (barang, prasarana,. sarana atau fasilitas tertentu guna
| melindungi k%epentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Non perizina;n adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas,
fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

15. Tim Kerja Tf%knis adalah Tim yang dibentuk untuk memberikan Kajian
Teknis dan Pertimbangan terhadap Perizinan dan Non perizinan yang
akan diterbit?{an.

16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas
Penanaman {Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan | sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi

Pemerintah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan perizinan di daerah
yang lebih efektif fdan efisien, _

! Pasal 3
Tujuan Peraturazi Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan
di bidang peﬁz_infi’m dan non perizinan secara lebih mudah, cepat, sederhana,

efektif, dan efisien, serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan.

BAB II
RUANG LINGKUP
_ Pasal 4
Ruang lingkup SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
terdiri atas : |
a. pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
dan

b. pengaduan Peirizinan dan Non Perizinan.

BAB I
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
~ Pasal 5

(1} SOP pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi:




a. bagian Ide111tita3' dan
b. bagan dlagram alir.
[2) Bagian Identltas SOP Pelayanan penmnan dan nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
nomor standar operasional prosedur;
tanggal pembuatan; '
tanggal rev?isi;
tanggal pengesahan;
disahkan oleh;
nama SOPf;
dasar hukli.lm;
lc:ualifikaa;si| pelaksana;
keterkaitalla;

S m ot o oo

el
1

j. peralatan dan perlengkapan;
k. peringatan‘ dan
1. pencatatan dan pendataan.
(3) Bagan dlagram alir SOP pelayanan perizinan dan non perizinan
sebagaimana }dnnaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. aktifitas; |
b. pelaksana;
1. pemohcfn;
2. petugas pendaftaran (Front Office);
3. petugasi pencetak (Back Office);
4. instansi teknis;
5. analis K:ebijakan Ahli Muda;
6. kepala llnidang; dan
7. kepala dinas.
¢. Mutu BakEu:
1. kel_engk'apan;
2. persyaratan;
3. waktu; It:l:;url
4. output.E
(4) Diagram aliri SOP menggunakan simbol yang menggambarkan urutan
Jangkah kel;?a secara sistematis, penjelasan aliran dokumen, dan

mekanisme .k{alja.
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Pasal 6

(1) Penyelenggaraan pelayanan perizirjan dan nonperizinan dilakukan melalui
mekanisme frolnt office dan back office. |
(2) Mekanisme pelayanan front office meliputi:

a. layanan kolnsultasi perizinan dan nonperizinan;

b. pemeriksas;m dan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan

perizinan dan nonperizinan;

c. penerimaafl atau penolakan dokumen permohonan perizinan dan

nonperizinan.

(3) Mekanisme pelayanan back office meliputi:

a, proses penierbitan dokumen perizinan dan non perizinan;

b. proses penolakan perizinan dan nonperizinan; dan

c. proses pencabutan dan/atau pembatalan perizinan dan nonperizinan.
!

r Pasal 7

(1) Jenis pelayan::m perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Miodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

a. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan

ketentuan|peraturan perundang-undangan :

1.
2.
3.
4.

Perizinlan Berusaha Resiko Rendah;
Pe_rizinjan Berusaha Resiko Menengah Rendah;
Perizin‘lan Berusaha Resiko Menengah Tinggi;

Perizinan Berusaha Resiko Tinggi.

b. Perizinan Non Berusaha.

R i A A i o

e~ S S R Y
W o O

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

Sertifiliat Layak Fungsi (SLF);

Izin Prénktek Dokter Umum/Dokter Gigi; X
Izin Pr%lktek Dokter Spesialis;

Izin Prélktek Perawat/Perawat Gigi;

Izin Pr?.ktek Bidan;

Izin Praktek Apoteker;

Izin Praktek Asisten Apoteker;

Izin Pr;aktek Penata Anastesi;

.Izin Praktek Fisioterafis;

.Izin Kelrja Rekam Medik;

. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
.Izin Kellja Radiografer;

.1zin Kerja Analisis Kimia/ Késehatan;




|
|

|
15. Izin Ker!ja Tenaga Gizi;
16. Surat P:encabutan Izin; _
17.1zin Optiarasional Pendirian Sekolah Baru Swasta;
18. Izin Operasional PAUD, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pusat
Kegiataln Belajar Masyarakat (PKBM);
19. Izin Operasional Sanggar Seni dan Budaya;
20. Izin Peljldidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
21.Izin Pungutan Uang atau Barang (PUB);
22, 1zin Oﬁerasional Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
Non Perizinan. ' '
1 Rekoinendasi Prinsip; _
2. Persetﬁj:uan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); dan

3. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus.

(2) SOP pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

1
terpisahkan'd:;ari Peraturan Bupat ini.

Pasal 8

Pengaduan p:erizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, dilaksanakan melalui:

© a0 o op

loket pen'ga{xduan;

kotak pengiaduan;

surat; y

telepon/ faliisimile (0811 4700 045);

email 7 info.dpmpstpbombana@grnail.com.

SOP pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana

dimaksud paﬁa ayat (1j, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak 'tlerpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 9

:
i
!
t
|
i
!

Pembiayaan pelalksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Penanaman Modal dan

._ Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupéten Bombana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan|penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 31 gJul 2023

2
Pj. BUPATI BOMEAN'A,

BYRHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 2} ! quth 2023
I

’TKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

BERITA DAERAH|KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR .13



PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KARUSATEM )

Nomor SOP dan 5P
Tgl Pembuatan
Tgl Revist
Tgl Efelktif ~
Disahkan Oleh Pj. BUPATI BOMBANAS"
\\‘ " BURHANUDDIN
N SOP dan SP Perizinan Berusaha Risiko Menengah
Rendah

Dasar Huokum :

Kualifikasi Pelaksana Perbantuan / &&B&our

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
'Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
'| 2. Peraturan Pemrintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan waﬂ»mm.rm di Umnamb
4, 'Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Medal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana
5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di Kabupaten Bombana

1. Minimal SMA .
2. Memahami tugas dan fungsi perbantuan / Helpdesk

. R KX Mampu Mengoperasikan Komputer mwﬁm.. memahami

aplikasi oss.go.id
4, Mampu berkomunikasi dengan baik dan memeahami
‘persyaratan dari setiap perizinan dan Nofiperizinan

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Link Kementerian Dalam Negeri (Untuk Validasi KTP)

-2--Link-Konfirmasi-Status-Wajib Pajak (KSWP)

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi

2 Ketersediaan-Jaringan-Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak terpenuhi (invalid) maka permohonan izin tidak dapat diproses.

Data tercatat pada Dashboard oss.go.id
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PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HABUPATEN

INCHITHOE DA Qall Dt

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektit

cg.s

Disahkan Oleh

B
\

Pj. BUPATI BOMB

Nama SOP dan 8P Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana Perbantuan / Helpdesk :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .

2. Peraturan Pemrintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah

4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Kabupaten Bombana

1. Minimat SMA
2. Memahami tugas dan fungsi perbantuan / Helpdesk

3. Mampu Mengoperasikan Komputer serta memahami
aplikasi oss.go.id

- |4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami

persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan

Keterlaitan

Peralatan /Perlengkapan

1. Link Kementerian Dalam Negeri (Untuk Validasi KTP)

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi

12, Ketersediaan Jaringan Internet

-2._Link Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Peringatan 3

. Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak terpenuhi {(invalid) maka permohonan izin tidak dapat diproses.

Data tercatat pada Dashboard oss.go.id
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BAGAN ALIR PROSEDUR

PERIZINAN BERUSAHA RISIKO RENDAH
MELALUI SISTEM OSS RBA

NO

AKTIFITAS.

PEMOHON

PTSP
(PERBANTUAN/

LEMBAGA 0SS
HELPDESK) .

MUTU BAKU

PERSYARATAN
ADM. YANG
DIBUTUHKAN

WAKTU

OUTPUT

Pemohon melalukan pendaftaran melslui link
0s8,g0.id untuk mendapatkan hak akses

D

ngan
erbantuan

KTP, NFWP. E-mail dan
No Hp

Petugas Helpdesk melakukan perbantuan
kepada Pemohon untuk pendaftaran untuk
mendapatkan Hak akses

_%ﬂﬁﬁ
Mahdiri

Lembaga 0SS memberikan Halr Akses Kepada
Pemohon

- Pemohon Menginput data sesuai permintaan
Aplikasi

P4q

A

Dengan
rbantuan

Petugas Helpdesk melakukan perbantuan
kepada Pemohon untuk pengisina data yang
dibutuhkan

::__:

Mangiri

Lembaga 0SS menerbitkan Nomor Induk-
Berusaha (NIB) yang merupakan Periznan
Tunggal

7.

Pemohon dapat mendownload dan Mencetak

Dokumen Izin

Maksimal 3
Jam

Hak Akses

NIB




PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

. wABURATER

Nomor SOPR dan 3P

Tgl Pernbuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan Oleh A
. Pj. BUPATI BOMBANA >

\\ucgcuumz

Perizinan Berusaha Risiko Menengah

Nama SOP dan SP Tinggi

Dasar Hukum ;

Kualifilkasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

2, Peraturan Pemrintah Nomer 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan _uﬂdmm.rm di Daerah

‘4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang 1mbao_ommwumb Enﬁgmbm
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Kabupaten Bombana

6. Peraturan Teknis Terkait KBLI yang dimohon oleh Pemohon

1. Minimal SMA

2. Memahami tugas dan fungsi perbantuan / Helpdesk
3. Mampu Mengoperasikan Komputer serta memahami
aplikasi oss.go.id

4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami
persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan

Keterkaitan

Peralatan /Perlenglapan

-1.--Link-Kementerian-Dalam-Negeri-(Untuk Validasi KTP)
2. Link Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
3. Hak Akses O8S RBA Instansi Teknis

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2. mnﬁﬂ.mo&mmb Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak Hm_,ﬁnbcg (invalid) maka vogo:onmb izin tidak dapat diproses.

Data tercatat pada Dashboard oss.go.id
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BAGAN ALIR PROSEDUR

PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI

MELALUI SISTEM OSS RBA

NO

AKTIFITAS

PEMOHON

PTSP
(PERBANTUAN/
HELPDESK)

LEMBAGA 088

DPLIPTSP

MUTU BAKU

INSTANSI
TEENIS

PERIZINAN

KEPALA
DINAS

PERSYARATAN
ADM. YANG
DIBUTUHKAN

WAKTU

OUTPUT

Pemohon melalmkan pendaftaran melaluf link
oss,godd untuk mendapatkan hak akses

KTP, NPWP. E-tnail, No
Bp dan Persyaratan Sesuai
NSPK

Petugas Helpdesk melakukan perbantuan
kepada Pemohon untuk pendaftaran untuk
mendapatkan Hak airses

It
Mahdiri

Lembaga OSS memberikean Hak Akses Kepada
Petmohon

Maksimal 1 Jam

Hak Akses

Pemobhon Menginput data sssuel permintaan
Aplikas] '

U‘“ﬂn,guﬂcms

Fetugas Helpdesk melakukan perbantuean
kepada Pettohon untuk pengisian data yang
dibutuhkan

o
MprHird

Instansi Teknis Memeriksa kelengkapan .
persyaratan sesuai NSPE, memferileast jilea
MEMENUHI SYARAT diteruskan Ke PTSP, jika
TIDAK, kaembali ke Pemohon

TIDAK MEMENUHISYARAT

dipilih

Sesuai NSPK KBLI Yang |

5 Hari

Unit Perizinan memeriksa lampiran teknis,
stlanjutnya meneruskan kepada Kepala Dinas

1 Jam

Teriikast

Kepala dinas melakukan persetujuan
penerbitan Sertilikat Standar (S5)

Lembaga 083 menerbitkan Nomor Indul
Berusaha {NIB) dan Sertifiimt Standar (S8)
‘Terverifilasi

L 3

1 Hari

10,

~- Pemohon dapat mendownlead dan Mencetak —
© | - Dokwren lzin ’ .

=

Persetujuan

NIB dan S8




PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

¢ KABUPATENM

NGO SUE gArl o

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan Oleh
Pj. BUPATI WOENPZP)

o

mdgd_ununz

Nama SOP dan SP | Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Dasar Hukum :

Nﬂ&ga Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Pemrintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah

"4, Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Kabupaten Bombana

6. Peraturan Teknis Terkait KBLI yang dimchon oleh Pemohon

1. Minimal SMA

2. Memahami tugas dan fungsi perbantuan / Helpdesk
3, Mampu Mengoperasikan Komputer serta memahami
aplikasi oss.go.id . .
4, Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami
persyaratan dari setiap perizinan dan Zobﬁnwﬁnmb

Keterkaitan

Peralatan/ m.on_obmrmuub

~l...Link Kementerian Dalam Negeri.(Untuk Validasi. KTP)

2. Link Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
3. Hak Akses 0SS RBA Instansi Teknis

2. Ketersediaan gmbbwm.: 5352

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak terpenuhi (invalid) maka permohonan izin tidak dapat &vnomom.

Data tercatat pada Dashboard oss.go.id
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PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN

Nomuor S0P

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan Oleh 5
Pj. BUFATI NOEP\

%- .
Nama SOP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

4, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang _unsua_o:mmmummn Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 .H,EES wom 1 ﬂoz»mbm wo_.mg..mb _uo_mwmmbmmb C:ambm Czambm Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tengtang Izin Mendirikan Bangunan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bombana Tahun 2023-2033.

8. Peraturan Bupati Bombana Nemor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi front office

3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami

persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan

Keterkaitan

Monn_bnnﬂ f m.onmnunré%mﬂ

1. Izin Lingkungan : - 6, Tanda Daftar Gudang {TDG)
2. Izin Linglmngan (Andal 8 UKL-UPL)

3. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

4. Rekomendasi Pembongkaran Bangunan

2, Formulir perizinan dan non perizinan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak &vaacs_\ a:asmwm? oleh Uon..oros maka wnaorosmb izin

tidak akan diproses.

1. Buku Registrasi
2. Form Pendalaan.




. STANDAR PELAYANAN PUBLIK {SPP)
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

NO

KOMPONEN

URAIAN

KET

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG}

Dasar Hukum

1
2
3

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung _
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tengtang Izin Mendirikan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bombana Tahun 2023-2033,

-~ Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang wona&mmmm_mb Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan .

Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bombana

Persyaratan yang harus dipenuhi :

1
2
3

Mengisi formulir PBG melalui Link www:http//simbg.pu.go;
Foto copy KTP Pemohon

Foto copy kepemilikan tanah dalam bentuk surat tanah/sertifikat/girik yang dilegalisasi oleh Lurah dan Camat
setempat;

Huonm%m.ﬂmﬁmb.

Foto copy bukti tanda ﬁmEmmmmb Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nmbﬁn terakhir;
Persetujuan tetangga; _

Gambar bangunan dan situasi letak bangunan, berisi Emogmm_ tentang :

a. Bentuk Wm&ﬁm\ ﬁnwﬁ.mbmmn. yang sesuai dengan peta Badan Pertanahan mepomum._
b. Nama jalan menuju ke kavling dan di sekeliling kavling;

" ¢. Perunfukan bangunan di sekeliling kavling;




d. Denah situasi dan denah lokasi bangunan di dalam kavling;
e. Garis sempadan;
f. Arah mata angin dan skala gambar.

7 Perjanjian sewa menyewa tanah atau surat persetujuan pemilik tanah yang akan digunakan sebagai tempat
bangunan dalam hal Pemohon Izin bukan pemilik tanah.

Bagan Alir Terlampir

Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut :

1 Retribusi pembangunan baru: L xItx 1,00 x HShg

2 Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan: LxItx Tk x HSbg

3 Retribusi prasarana ,ambm.sbmb gedung : : o o V xIx 1,00 x HSphg

4 Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V xIx Tk x HSpbg

- Keterangan : . : S _
L : Luas lantai bangunan gedung
It : Indeks terintegrasi
'V : Volume/besaran (dalam satuan m?, m,unit)
I : Indeks
Biaya / Tarif Tk : Tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg--:.-Harga satuan.bangunan
HSpbg : Harga satuan prasarana bangunan
1,00 :Indeks pembangunan baru.

. . . Nilai
No Kondisi Bangunan Indeks
1 Galian pondasi/galian saluran 1,10

2 Pasangan pondasi bangunan 1,20
3 Dinding dan koloam banmiman . 1.30 . .
}

Kapr bhangunan : Foto)




5 | Atap 1,50
© Bangunan telah digunakan 1,75
Jangka Waktu . .
Penyelesaian 28 {delapan} hari kerja
Produk Layanan Persetujuan Bangunan Gedung

. |Barana, Prasarana,

dan/atau Fasilitas.

Sarana dan Prasarana:
Ruang Tunggu
Meja Informasi
Ruang Pengaduan
Komputer
Printer
Kursi Tunggu/Sofa
Kursi Kerja
Meja
Lemari

10 Mesin Pengganda
11 Mesin Hitung

12 Telepon/HP

13 Toilet

14 AC

15 TV Set

16 Kipas Angin

17 Kotak Saran

18 Koran dan Majalah

OCO~TNUAWN

-19~Tempat Parkir S
20 CCTV

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Tersedia Sarana Pengaduan:
Kotak Saran

Petugas Pengaduan
Formulir Pengaduan

£2ON =

Telepon/HP. 082331114885




o

Email: info.dpmptsp@gmail.com
Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM}

Pelaksana

Penanganan 7 Emwnz penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan
9. | Pengaduan, Saran diterima petugas.
dan Masukan _ _
Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:
1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;
2 Diwnjudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:
3 Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;
10. | Jami Pel 4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);
- | Jaminan relayanan | 5 pidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan;
6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda.
7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai agmmb peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
11. |Jaminan Keamanan SK dicetak dengan menggunakan kertas khusus, bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah.
Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:
HN.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya.




BAGAN ALIR PROSEDUR FPENEREBITAN

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG}

PELAKSANA MUTU BAXD KETERANGAN
HO AETIVITAS FROKT PEREYARATAN
OFFICE/HELP OPERATOR E%FUHOHEEGW@ i HABID PELATANAN _Uﬁﬁ EADIS PMPTEP SEHRETARIAT ADM. YANG OUTPOT
DESK DIBUTUNEAN
1 [Mener vnqrmu_.m»qiﬁk itin dan dart Formulir yg telah
memeriksa isian formulir berdasarkan data, teris lengkap dan Peneri
pemchon A 7 en Berkas
pendukung yg
dip Jan
[T hkan berkas | da Kasi. Pel
2 7 s e - Formulir yg telah
terini lengkap dan
dekumen ?M%hmb
pendukung yg e
dipersyaratian
3 [blemeriksa kelengkapan berkas pemohon, akan
&Eaﬁssnnﬁ da PO apabila berins terset Tidax \/ Formulir yg telah Bila Lengkap nken
tidak fengleay P berkas p terist lengkap dan diproses dan bila
=udah n_o_h..uumrnt makn akan ¢i teraskan Ju«nﬂw dokumen tidak lengkap akan| Verifiknzi Berkas
E:.E:k gistrasi permohonan izinny ™ pendukung yg dikembaliken
dipersyaratkan untuk dilengkapi
4 |Pengnputan data permoh kedajam aplikasi
= king dan menyerahkan tanda terima ’ te Pend
betkas permohonan kepada FO untuk diberikan
Lkepada pemohon. Berkas Lengkap terkas Berkas
5 {Meml draf purat p ke Dinas PLUf dan
PR Kabupaten Bombana terkait permok }
e dasi 1zin Mendiriken B: KBy Draf Surat
Co : * {untuk diparaf. - : : Co Berkas Lenghkap : _uolwnu”u -1 Surat Pengantar | -
a6 |M 8 { surat peng: terkait p }
ferkait permohonan Pertimbangan Telnls Izl Berkas Lengkap & Draf Surat
Draf Surat Pengantar telah di | Surat Pengantar
Pengantar parafl’
7 Zogsmnhb anﬂ.d,owhb surat pengantar
untuk ditandatangani oleh Kadis PMPTSE Berkas Lengkap & Draf Suart Drat 1zin
Draf Surat Penganta telah di ditandatangi
Pengantar ditandatangan ! 2
8 |Memerintahkan kepada staf BO untuk disntar
ke OPD Teknis Dinna PU dan PR Kabupaten Velenol
wwme | Bams - J— J—— o g — i — i i
e - dokvmen _uon.._.:wwq_wmb Verifikaai Berkaa
. Teknis (BAPL & & Survey
pendukung dan Rota Hitung) Lapangan
Surat Penpantar
9 |Menerima suret dari DPMPTSP dan memberikan
pertimbangan teknis berdasarkan survey
lapenigan metahad surat tekomendasi teknds Kelenghapan Pertimbangan | Verifikasi Perkas
ditajukan kepada DPMPTSP, Eerkas, dokumen Teknis (BAPL & & Survey
pendukiung dan Nota Hitung) Lapangan
Tiink (Y SBurat Pengantar




i1}

Menerima aurat hasil partimbangan teknis dati

UEbn u.ca_n_u vm Ev&»ﬂ w.xu_...osn. dan

pada Kabid. P untuk i Nowﬁmwhw_ ' Pemeriksaaan Proses
m...ean? Pertimt " Pertimbangan Penverbitan Izin
Teknis (BAPL & Teknis (BAPL & Mendirikan
Nota Hitung) Nota Hitung) Bangunan (IMB)
Il y.noﬂw..:sb diaposis] surat terkait hasil
perti teknis kepada stef Back Office — H
segera diproses. Na_anﬁwwﬁwh
- Dref [zin Cetak Draf Izin
m_n..z._scwﬁww: Mendirikiary Menditikan
Tekmis (BAPL & Bangunan (IMB} | Bangunan {IMB]
Nota Hitung)
12 di untuk buat surat Kelengkapan
BrQBEEEuE u&z._nmﬁ mm_._m: A0 yang Berkes,
Lal r? dan Daraf 1zi
e § pada Kagl, Pelay Pertimbangan _Daraf lzin .
e & uﬂ.ﬂh Teknis [BAPL & ikan Paraf K
Neota Hitung) & Slip Bangunan (IMB}
setoran retribisi
™MB
13 pada d ngka
_X-.E:pauﬁnw n&. dicetak, rnB Emb No_aw s pan
dikembalikan kepada BO untuk d Pertimb, .
" |kepada Kabid. Pelayanan Bangan .
Teknis (BAPL & M::h“n:aﬁszm. Paraf Kcordinasi| -
Neta Hitung) & Slip
setoran retribusi
IMB -
14 |Membubuhkan parafnya pada telounen nghay
perizinan yang sudah dicetak, kemudian Nﬂ”ﬁ.#buvg
dikembaliken kepeda BO untuk diserahkan "
kepeda Sekretasis PTSP evorﬂw,awwﬁw Izin Mendirikan s
. cknis . Paraf Koordinasi
B Nota Hitung) & Slip Bangunan MB)
setoran retribusi
IMB
15 |Membubuhkan parainye pada perizinan yang
telah dicetak, kemudian dikembalikan kepada
BO agar diserahkan kepada Kodis untuk di Izin yg telah Izin Mendirikan .
sandatanganl. ditandatangani Bangunan IMB) { T 2raf Koordinesi
16 izinan yang telah d Kel
&_E SE n&.ﬂ &.wnB_unESs ke BO untuk omoHW__anuﬁob
E»Emﬂnnnﬂoﬁ!ugwmurwn bagian Pertimb *
Kesekretariat Texnis. o & Izt Mendirikan iMB di
Nota Hitung} & Slip Bangunan (IMB} | Tandatangani
setoran retribusi
IMB
17 - | Meriglatras, e dok Kelengkap A
mn!u _..naﬂ....r FO untuk Berkas, Duplikast mnnmn U..EEB& mE.bn
pada Pertimbangan
Teknis (BAPL & Registrasi, Daia | Registrasi, O 9
Nota Hitung) & Slip Pernohon,& Tanda |  Pernohon&
) setoran retribusi Terima Tanda Terima
MB
18 [Menyerahkan dolumen peizinan yang telah —
selesai kepada pemohen. -
Izin yg telah .
ditandatangani Izin Selesal Izin Selesai

Total Waktu Panyslesainn




PEMERINTAH KABUKFATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HABUPATEN &

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan Oleh \
PJ. BUPATI BOMBANA

-
Nama SOP SERTIFIKAT LAYAK FUNGSI (SLF}

Dagar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3. Undang-Undang Wnﬁzw:w Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

n.m.n_,ma_.mswnannuwmbz.uao_.mﬁgsswowwﬁosﬁmbmm‘on%o_nnwmm_.mmhﬁnangmbwm_.:mmbmmaﬂcmmmm
Risiko . . B . . . o . :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tengtang Izin Mendirikan Bangunan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bombana Tahun 2023-2033.

8. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

1. Minirnal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi front office

3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami

persyaratan dari mnmmv. perizinan dan Nonperizinan .

Heterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Izin Lingkungan 6. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2, lzin Lingkungan (Andal & UKL-UPL)
3. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2. Formulir perizinan dan non perizinan

4. Rekomendasi Pembongkaran Bangunan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permohonan izin

tdak akan diproses

1. Buku Registrasi

2 Founn Pendataan.
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PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA .
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN ~

POHTHIT DU

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan Oleh
- Pj. BUPATI BOMBANA"

e

o

BURHANUDDIN

pd

g

Nama SOP IZin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; -
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5§ Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/1/2011 tentang Klinik;
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Praktek Dokter;

6. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

4

1. Minimal SMA : .
2. Memahami tugas dan fungsi front office

3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami persyaratan
dari setiap perizinan dan Nonperizinan,

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

-1.--8OP-Pengadministrasian-Surat-Masuk e : -
2. S0P mabmmgmﬁwmmmmb.mﬂﬂmﬂﬁ&cmh | .
3. SOP Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

4. BSOP Teknis Praktek Dokter Umum dan Dokter Gigi

1..Komputer yang dilengkapi. dengan aplikasi____

2. Formulir Uaﬂwﬁmb dan non perizinan
3. Form Verifikasi
4. Form DIl

Peringatan :

Pencatatan dan nu.oﬂ&»nmg

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permochoenan izin

tidak akan diproses.

1, Buku Registrasi
2. Form Pendataan.
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BAGAN ALIR PROSEDUR PENERBITAN
IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM/DOETER GIGL

PELAKSARA MUTY BAKT
HO ARTIVITAS OPP TEENIS/TIM KETERANGAXN
PEMOHON FRONT OFFICE | DACKOFFICE [ | yypih pRLAYANAN |  TEHMIS {DINAS KADIS PMPTSP | SEKRETARIAT | PERSYARATAN ADM. | o ooy QUTPUT
OPERATOR KESEHATAN) YANG DIBUTUHKAN
1 {Pemchon dapat sesara langsung|
|mengajukan Permohonan dan M load
L 1. Surst Permehonan
berkas melalnj Aplikasi sicantik  clond _ J__ 2. Berkas Persyaratan Surat dan Berkas .
{selanjutnya  Front office menguprove 3. Lembar Verilikasi ?ﬂu«hﬂﬂﬂﬂmﬂcg Permohonan tzin
permohonan tersebut . Pemohon dapat juga 4. Lembar Pemantauan. .
menyetor berkas melalui Front Office
2 |Front Office menginput permohonan -
lalui Aplikasi Sicantik Cloud dan 1. Surat Permohonan Pemerilisaan
diteruskan ke Back Qlfice. 2, Berkas Persyeratan Berkas sudah Kelengkapan
3. Lembar Verifikasi disampaiken Dokumen

4, Lembar Pemantauan.

{kepada FO, b. Apabila berkas pemohon

Back Ofice Menerima dan memeriksa
kelenghkapan berkas pemohon + . Jilta
berkas tidak lengkap, aken dikembalikan

sudah lengkap make akan diteruskan

1. Surat Permohonan
2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi

4, Lembar Pemantauan.

TEdak n
tahapan berikutnya .
4 {Rack Office menginput data permot [ ] -j1. Surnt Permohonan
: kedalam aplikasi e-tarcking dan : 2. Berkas Persyaratan

menyerahkan tanda terima berkas
permohonan kepada FO untuk diberikan
kepada pemohon.

3. Lembar Verifikasi
4. Lembar Pemantausan,
5. aplikesi e-tracking

Back Dffice Membuat dral surat pengantar
ke Dinas Keschaten terkait permohonan
Izin Praktek Dokter Umum /Dolcber Gigi

Kabid. Pelay

1. Surat Permohonan -
2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verilikasi

4, Lembar Pemantavan.
5. form surat pengantar

Menerima den memaraf surat pengantar
untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
guna ditandatangani.

1, Burat Perrachonan

2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikaai

4. Lembar Pemantauan.,
5. draft surat pengantar
telah diparaf

-} 7]

Menandatangani surat pengantar untuk ...
kemudian diseraliftan kepada Tim Teknis
talui BO ]

Permohonan 1zin

1. Surat Permohonan
2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi
4, Lembar Py

Pemeriksasn
Kal

_uomeB.-
Permohonan lzin

1. Burat Permohonan
2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi
4. Lembar Pemant

Penginputan Data

5. lembar pericrimaan

 |perkas

1. Surat Bsrmohonan

o 2. Perkas Persyaratan

1 Hari Kerja

3. Lembar Verifikasi
4. Lembar Pemantaua.

5. draft surat pengantar

Surat v.o_._wo.ug.

1. Surat Permchonan
2. Berkas Persyaratan
3. Lambar Verifikasi

4. Lembar Periantavan,

telah diparaf

rm. draft surat pengantar

Paraf Surat
Pengantar

1. Surat Perrochonan

2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi

4, Lembar Pemantauan,
5. draft suret pengantar

telah diparad

1. Surat Permohonan
2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi

4. Lembar Pemantauan.

ditandatangan

5. surat pengantar telah

Surat Pengantar
Ditandatangan




PELAKSANA

Dokier

HO AKTIVITAS OFPD TEEKNIS/TIM KETERANGAN
FRONT OFFICE | PACROFFICE/ | ponip priavANAN |  TERNIS (DINAS PERSYARATAN ADM, ouTPUT
RESEHAT. AN) YANG DIBUTUHKAN
8 |Menerima Surat Pengantar dan
fmenyampaikan kepada Tim Teknis
1. Burat Permohonan 1. Surat Penmnchonan
2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan Surat Pengantar
3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi dan Dokumen
4, Lembar Pemantavan, 4, Lembar Pemantavan. Pemohon
3. surat pengantar 5. surat pengantar
9 |Menerima surat dari DPMPTSP dan 1. Surat Permohonan 1. Burat Permohonan
memberikan pertimbangna teknis 2. Berkas Pergyaratan 2. Berkas Persyaratan
berdagarkan kelengkapan dekumen 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verilikasi
pemohon melalui surat pertimbangan 4. Lembar Pemantavan. 4. Lembar Py Suret Pengant
teknis ditajukan kepada DPMPTSP. 5. surat pengantar 5. surat pengantar dan Dokumen
) 6. Dokumen Pemohon
Rekomendasi
10 |Menerima surat hasil pertimbangan teknis 1. Surat Permohonan 1. Surat Permohonan .
dari Dinas Keschatan Kabupaten Bambana 2. Berkas Persyaraten 2, Berkos Perayaratan
dan mendisposisikan kepada Kabid. 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
Pelayanan untulk di proses. 4. Lembar Pemantauan. 4. Lembar Pemantauan. Pertimbangan Tim
- © 15, surat pengantar 5. surat pengantar Teltnia
6. Dokumen &. Dekumen
Rekomendasi Pekomendasi 7. .
7. Lembar Dispoaisi Lembar Disposisi
11 |Menerima disposisi surat terkait hasil . ...~ .+ . |l. Burat Permohonan. . 1. Surat Permohonasn - -
pertimbangan teknis dan menyampaiken 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan
kepada BO untuk mencetak surat [zin 3. Lembar Verilikasi 3. Lembar Verifikasi
FPraktek Dokter Umum f Dokter Gigi. 4, Lembar Pemantanan. 4. Lembar Pemantauan. Disposisi
5. surat pengantar 5. sural peng Pertimbangan Tim
6. Dokumen - 6. Dokumen Teknis
Rekemendasi Rekomendasi
7. Lembar Disposisi 7. Lembar Disposisi
12 |Menyampail lo} izin kep 1. Surat Permohonan 1. Surat Permehenan
Kepate Seksi untuk diparaf. 2. Berkaa Perayaratan 2, Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verilikasi
4. Lembar Pemantacan. 4. Lembar Pemantauan.
5. surat pengantar 3. surat pengantar
&. Dokumen 6. Dolumen Paref Koordinasi
Rekomendasi Rekomendasi
7. Lembar Disposisi 7. Lembar Dizposisi
—a —— ettt et ekt ettt e e s s, - @.. —u-oa r m-.:.wn —Nms ammnotum o a am s mﬂ —u.On.B.__.s m:aﬂ N.-ﬂ—r[lrll ——— e —
© | Praktek Dokter Praktek Dokter
13 |Membubuhkan parafoya pada dokumen 1. Surat Permohonan 1. Burat Permohonan
perizinan yang sudah dicetak, kemudian 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persynratan
dikembalikan kepada BQ untuk diserahkan | - . |3. Lembar Veriikasi . 3. Lembar Verifikasi
kepada Kabid Pelayanan. 4, Lembar Pemantauan, 4, Lembar Pemantauac.
C o 5. surat pengantar 5. surat pengantar :
6. Dokumen 5. Dokumen Paraf Koordinasi
Rekoraendasi Rekomendasi
7. Lembar Dispoaisi 7. Burat zin Praktek
8. Surat zin Praktek Dokter telah diparaf




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AETIVITAS QOFD TEENIS/TIM HETERANGAN
PEMOHON rrontoFFice | PACHOPMICE/ | wamip peravana [ TEXMNIS (DINAS KADIS PMPTSP | SEKRETARIAT | TEreTARATARADM. | gopry OUTPUT
KESEHAT. .mmu ANG DIBUTUHKAN
14 |Membubuhkan parafnys pada dokumen 1. Surat Permohonan 1. Surat Permohonen
perizinan yang sudah dicetak, kemudian 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan
dikembalikan kepada BO untuk diserahkan 3. Lembar Verifikaai 3. Lembar Verifikasi
kepada Sekretaris 4, Lembar Pemantauan. 4. Lembar Pemantauan.
5. surat pengantar §. surat pengatitar .
1 6. Dokumen 6. Dokumen Paraf Koordinasi
Rekomendasai Rekomendasi
C 7. Lembar Disposisi 7. Burat SPIRT telah
8. Surat SPIRT 1 Hari Kerja diparaf
15 |Membubuhkan parafnya pada perizinan 1. Surat Permwchonan 1. SBurat Permohonan
yang telah dicetak, kemudian dikembalilcan 2, Berkas Persyarston 2. Berkas Persyaratan
kepada BOQ untuk diserahkan kepada Kadis 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
untuk ditandatangani. 4, Lembar Pemantanan. 4. Lembar Pemantavan.
5. surat pengantar 3. surat pengantar
6. Dokumen 6. Dokumen Paral Koordinasi
Relomendasi Rekomendasi
7. Lembar Disposisi 7. Surat zin Prakick
8. Surat zin Prakick Dokter telah diparaf
Dokter
16 |Menandatangani perizinan yang telah 1. Surat Permohonan 1. Burat Permohonan
diparal dan sslanjutrya dikembalikan ke 2, Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyarstan
__ |BO untuk diregistrasifpenomoran berkas 3. Lemkmar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
pada bagian Kesckretariatan, 4. Lembar Pemantanan. 4. Lembar Pemantauan. .
’ 5. surat pengantar S. surat pengantar - - Dokumen zin
6. Dokumen : 6. Dolcumen Praktek Dokter
Rekomendasi Fekomendasi Ditandatangani
7. Lembar Disposisi 7. Surat zin Praktek . .
B. Surat zin Prakte! Dokter telah
Dokter - -« .. - - - lditandatangan -
17 |Merigistrasi, mengarsipkan dokumen 1. Surat Permohonan §. Surat Permohonan
perizinan dan menyerahkan kepada FO . |2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persynratan
untuk diserahkan kepada pernohon, 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
4. Lembar Pemantauan. 4. Lembar Pemantauan.
5. nE..ﬂﬁ pengantar 5. surat pengantar Regi i dan
6. 6. Dokumen Duglikasi Dalumen
Rekomendasi Rekomendasi Surat Izin Prakter
7. Lembar Disposisi 7. Surat zin Praktek Dokter
8. Surat zin Prakick Dokter telah
Dokter kelah ditandatangan dan
ditandatangan diberi nomor registrasi,
9. Buku Registrasi
18 |Menyerahkan dokumen periziran yang 1. Burat Permohonan
.. |tetah setesai kepada pemohon. I SN oo b - |2 Betkas Persyaratan -
. . 3. Lembar Verifikasl
4, Lembar Pemantavars.,
5. surat pengantar
. [6. Dokumen
. Rekomendasj Izin Selesai Belesai
7. Lembar Disposisi
8. Burat zin Prakick
Dokter v
Total Walitu Penyelesainn

3 Hari Kerja




PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

# KABUPATEN

- Y

o

™ -
R LW L L |

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan Oleh
Pj. BUPATI BOMBANA =~

\wgzauu—z

Nama SOP Izin Praktik Dokter Spesialis

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko |

4, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/1/2011 tentang Klinik;
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Praktek Dokter;

6. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

@

1. Minimal SMA
2, Memahami tugas dan fungsi front office

3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami persyaratan
dari setiap perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengadministrasian Surat Masulk

2. SOP Pengadministrasian Surat Keluar
3. SOP Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. BOP Teknis Praktek Dokter Umum dan Dokter Gigi

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi

2. Formulir perizinan dan non perizinan
3, Form Verifikasi
4. Form DI,

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permohonan izin

1. Buku Registrasi

tidak akan diproses.

2. Form Pendataan.




STANDAR PELAYANAN PUBLIK (8PP}
IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS

. NO KOMPONEN URAIAN
Dasar Hukaum 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
: : 2  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pej:uerinta.h Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risike
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/If2011 tentang
Klinik;
6 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Praktek Dokter;
. E 7 Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian
¢ Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bombana,
! 1. Persyaratan 1 Mengisi Formulir Permohonan;
o Foto Copy Jjazah Terakhir;
3 Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR);
4 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTF);
5 Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
¢ PasFoto Warma 4 x6 Cm 2 Lembar; i
7 PasFoto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar; -
g Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
g9 Map Snelhekter Palstik;
10 Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 Lbr;
: “{| 11 Berkas Dibuat 2 Rangkap
3 | Bagan Alir | Terlampir .
! Biaya/Tarif i TIDAK DIFUNGUT BIAYA/GRATIS
3 Jangka Walttu | . -
Penyelesa | 3 (tiga) hari kerja _ B
N Produk Layanan | izin Praktek Dokter Umum dan Dokter Gigi
: Sarana, Prasarana, Sarana dan Prasarana; .
dan/atau Fasilitas. 1 Ruang Tunggu
i 2 Meja Informasi
i| 3 RuangPengaduan
) E 4 Komputer
| 5 Printer
| 6 Kursi Tunggu/Sofa
{| 7 KursiKerja -
il 8 Meja
‘I 9 Lemari
10 Mesin Pengganda
11 Mesin Hitung
12 Telepon/HP
12 Toilet
14 AC
15 TV Set
16 Kipas Angin
17 Katak Saran
18 Koran dan Majalah
19 Tempat Parkir
20 CCTV
21 Kursi Roda _
22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak
3 Penanganan Tersedia Sarana Pengaduan:
Pengaduan, Saran dan 1 Kotak Saran .
Masukan : 2 Petugas Pengaduan
; i| 3 Formulir Pengaduan L
I 4 Telepon/HP. 08114700045
5 Email: info.dpmptsp@gmail.com _
6 Website : dpmptsp.bombanakab.go.id
7 Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
§ Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam

waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

¥|Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:

1
2

Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;
Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:




NO

KOMPONEN

URAIAN

4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);
5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif]

retribusi yang telah ditetapkan; -

6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami

siap mengantarkan ke alamat anda.

7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima
sanksi sesuai dengan pe!_‘aturan perundang-undangan yang berlaku,

Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;

‘Jaminan Keamanan

Dokumen Izin dicetak dengan menggunakan Kertas khusus, Nomor dokumen dan

dibubuhi tanda tangan digital {E-signatlire) serta menggunakan QR Code Khusus.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana ditakukan melalui:

Indeks Kepuasan masyarakat {IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin

setelah menerima sertifikat izinnya.

‘Jumigh Pelaksana

1 orang Front Office

1 crang Kepala Seksi

1 orang Kepala Bidang

1 orang Back office

1 orang Sekretaris Dinas
1 orang Kepala Dinas

2 orang tim teknis

Kompetensi Pelaksana

DPMPTSP
1 Pendidikan minimal SMA
2 Memahami alur perizinan
3 Mampu mengoperasikan komputer

Tim Teknis .
1 Pendidikan 51
2  Masuk dalam SK Bupati
2 Sertifikat Keahlian

Pengawasan Internal

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas
2. Sistem E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksana
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK (8PP}
IZIN PRAKTEK PERAWAT / PERAWAT GIGI

No|  KOMPONEN

URAIAN

e

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

3 Undang-Undang Republik ‘Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Ketja Menjadi Undang-Undang

4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

| ]

. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/1/2011 tentang
Klinilk; )

7 Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggeraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bombana

. Persyaratan

Mengisi Formulir Permohonar;
Faoto (.‘.op_gr'r ljazah Terakhir;
Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR);
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Surat Keterangan Berbadan Schat dari Dolcter;
Pas Foto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar;

Pas Foto Warna4x6Cm 2 .Lembar;
Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

9 Map Snelhekter Palstik; - :

10 Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 Lbr;

11 Berkas Dibuat 2 Rangkap ’

@ ;s W

. Bagan Alir

| Terlampir

Biaya/Tarif -

| TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

Jangka Waktu
- Penyelesaian

| 3 (tiga) hari kerja

Produk Layanan

’ 1zin Pralktek Dokter Umum dan Dokter Gigi

- Sarana, Prasarana,
‘dan/atau Fasilitas.

Sarana dan Prasarana:
Ruang Tunggu
Meja Informasi
Ruang Pengaduan
Komputer

Printer

Kursi Tunggu /Sofa
Kursi Kerja

Meja

Lemari

10 Mesin Pengganda
11 Mesin Hitung

12 Telepon/HP

13 Toilet

14 AC

15 TV Set

16 Kipas Angin

17 Kotak Saran

18 Koran dan Majalah
19 Tempat Parkir

20 CCTV

21 Kursi Roda

22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak

O W1 b WO -

Penanganan -
"Pengaduan, Saran dan

Masukan

Tersedia Sarana Pengaduan:

Kotak Saran

Petugas Pengaduan

Formulir Pengaduan

Telepon/HP, 08114700045

Email: info.dpmptsp@gmail.com

Website : dpmptsp.bombanakab.go.id

Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam
i waktu S (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

1IN b QR -

i+ Jaminan Pelayanan

'Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:
1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;

i2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:




:NQ

EOMPONEN

URAIAN

Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;

4 Memberikan pelayanan sésuai dengan Standar Pelayanan (SF);

5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif]
retribusi yang telah ditetapkan;

6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami
_siap mengantarkan ke alamat anda. )

7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

COH

Jaminan Keamanan

Dolumen lzin dicetak dengan menggunakan kertas khusus, Nomor dokumen dan

dibububhi tanda tangan digital {E-éig_n’éture] serta menggunakan QR Code Khusus.

Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: _ .
Pelaksana Indeks Kepuasan masyarakat {IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin
setelah menerima sertiflikat izinnya. -
i+t 1 Jumlah Pelaksana 1 orang Front Office

1 orang Kepala Seksi

1 orang Kepala Bidang

1 orang Back office

1 orang Sekretaris Dinas
1 orang Kepala Dinas

2 orang tim teknis

Kompetensi Pelaksana

DPMPTSP
1 Pendidikan minimal SMA
2 Memahami alur perizinan
3 Mampu mengoperasikan komputer

Tim Teknis
1 Pendidikan 81
2 Masuk dalam SK Bupati
2  Sertifikat Keahlian

Pengawasan Internal

1. Pengawasan melekat yang dilalukan oleh Kepala Dinas
2. Sistem E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksana

iDHON
-
—
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK {SPP}
I1ZIN PRAKTEK PERAWAT / FERAWAT GIGI

- NO

KOM?ONEN URAIAN
H Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prakiek Kedokteran;
i 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan
Penyeklenggaraan Praktik Bidan;
7 Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenpgaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupatent Bombana
o Persyaratan 1 Mengisi Formulir Permohonan;
: a Foto Copy ljazah Terakhir;
53 Foto Copy Surat Tanda Registrasi [STR),
4 Foto Copy Karta Tanda Penduduk (KTP);
5 Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
6 PasFotoWarma4x6Cm 2 Lembar;
7 PasFoto Warna4x6 Cm 2 Lembar;
g Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
9 Map Snelhekter Palstil; |
10 Materai Rp. 10,000,- sebanyak 2 Lbr;
11 Berkas Dibuat 2 Rangkap '
E Bagan Alir Terlampir
- Biaya/Tarif | TIDAH DIPURGUT BIAYA/GRATIS
;-, Jangka Walttu O . A
Penyelesaian || 3 {tign) hari kerja
f Produk Layanan I} Izin Praktek Dokter Umum dan Dolcter Gigi
Sarana, Prasarana, i| Sarana dan Prasarana:
dan/atau Fasilitas. i| 1 Ruang Tunggu
2 Meja Informasi
3 Ruang Pengaduan
4 Komputer
5 Printer
6 Kursi Tungzu/Sofa
: 7 Kursi Kerja
8 Meja
9 lLemari
10 Mesin Pengganda
11 Mesin Hitung
12 Telepont/HP
13 Toilet
14 AC
15 TV Set
16 Kipas Angin
17 Kotak Saran
18 Koran dan Majalah
19 Tempat Parkir
20 CCTV
21 Kursi Roda _ _
22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anale
= Penanganan Tersedia Sarana Pengaduan'
Pengaduan, Saran dan 1 Kotak Saran :
Masukan 2 Petugas Pengaduan
: 3 Formulir Pengaduan
4 Telepon/HP. 08114700045
S Email: info.dpmptsp@gmail.com
6 Website : dpmptsp.bombanakab.go.id
7 Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat {IKM)
8 Wakiu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam

waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

Jaminan Pelayanan !

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:
1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;
2 Diwyjudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:




KOMPONEN ' URAIAN

Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan seﬁenuh hati;

4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);

5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif
retribusi yang telah ditetapkan;

6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat wektu, maka kami
siap mengantarkan ke alamat anda.

7 Apabila kami tidak menepati pernyatasn ini, maka kami siap menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Jaminan Keamanan Dokumen Izin dicetak dengan menggunakan kertas khusus, Nomor dokumen dan

dibubuhi tanda tangan digital (E—sigﬂature] serta menggunakan QR Code Khusus.

Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: _

Pelaksana Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin
i setelah menerima sertifikat izinnya.

.Jumlah Pelaksana 1 orang Front Office Lo

1 orang Kepala Sekst

1 orang Kepala Bidang

1 orang Back office

1 orang Sekretaris Dinas
1 orang Kepala Dinas

2 orang tim teknis

Kompetensi Pelaksana |DPMPTSP

1 Pendidikan minimal SMA

2 Memahami alur perizinan

3 Mampu mengoperasikan komputer

Tim Teknils
1 Pendidikan 81
2 Masuk dalam SK Bupati
2 Sertifikat Keahlian

. Pengawasan Internal 1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas
- |2. Sistem E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksana
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK {SPP)

1ZIN PRAKTEK_APOTEKER
NO EOMPONEN URAIAN
i Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
; 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
. 3 Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintzh Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Keschatan:
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian; _:
:5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang
i Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;
57 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
l ! Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
8 Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nen
! Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
; Satu Pintu Kabupaten Bombana
- | Persyaratan 1 Mengisi Formulir Permohonan;
H i
P : o Foto Copy ljazah Terakhir; - _
4 '3 Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR);
' }; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTF);
; 5 Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
_[5 Pas Foto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar;
l7 Pas Foto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar;
tg Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
I9 Map Snethekter Palstik;
lo Materai Rp. 10.000,- sebanyak 2 Lbr;
11 Berkas Dibuat 2 Rangkap
+ | Bagan Alir Terlampir
4 Biaya/ Tarif TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS
= Jangka Waktu L . . :
i Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja
¢ 1 Produk Layanan Ilzm Praktek Apoteker
T Sarana, Prasarana, Sarana dan Prasarane:
dan/atau Fasilitas. 1 Ruang Tunggu
2 Meja Informasi
g Ruang Pengaduan
4 Komputer
; S Printer
! "6 Kursi Tunggu/Sofa
7 Kursi Kerja
'8 Meja
9 Lemari
10 Mesin Pengganda
1!1 Mesin Hitung
12 Telepon/HP
13 Toilet
; 14 AC
1:5 TV Set
16 Kipas Angin
17 Kotak Saran
18 Koran dan Majalah
19 Tempat Parkir
20 CCTV
21 Kursi Reda :
22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak
E
8 Penanganan Tersedia Sarana Pengaduan:

Pengaduan, Saran dan
Masukan '

Kotak Saran

Petugas Pengaduan

Farmulir Pengaduan

Telepon/HP. 08114700045

Email: info.dpmptsp@gmail.com

Website : dpmptsp.bombanakab.go.id

Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM}

Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam
waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.,

e e | GO WA - O U - QD )




NO | ROMPONEN

URAIAN -

4! laminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk;
1 Kepastian persyaratan, biaya dan walctu penyelesatan;
2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:

Memberikan pelayanan dquan senyun, ramah, santun dan sepenuh hati;

4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);

5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif|
retribusi yang telah ditetapkan;

6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami
siap mengantarkan ke alamat anda.

7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

t1 0 Jaminan Keamanan

Dokumen Izin dicetak dengan menggunakan kertas khusus, Nomor dokumen
.dan dibubuhi tanda tangan digital (E-signature) serta menggunakan QR Code
iKhusus. '

1i | Ewvaluasi Kinerja
‘Pelaksana

| Bvaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui

Indeks Kepuasan masyarakat IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin
setelah menerima sertifikat izinnya.

2 Jumlah Pelaksana

1 orang Front Office

1 orang Kepala Seksi

1 orang Kepala Bidang

1 orang Back office

1 orang Sekretaris Dinas
" 11 orang Kepala Dinas

2 orang tm teknis

13 | Kompetensi Pelaksana

DPMPTSP
1 Pendidikan minimal SMA
:2 Memahami alur perizinan -
3 Mampu mengoperasikan komputer

Tim Telnis

1 Pendidikan 81

2  Masuk dalam SK Bupati
2 Sertifikat Keahlian

14 = Pengawasan Internal

H

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas

9, Sistem E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksana _

I
t
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FELAKSANA MUTU BAKU
no AKTIVITAS OPD TEKNIS/TIM KETERANGAN
PEMOHON FRONT oFFicE | PACKOPFICE/ | pynin PELAYANAN | TEKNIS (DINAS HADIS PMPTSP | BEHRETARIAT | TERSYARATANADM. | wirery ovTPUT
OPERATOR TANRG DIBUTUHEAR
EE&bﬁu
8 {Menerima Surat Pengantar dan
menyampaikan kepada Tim Teknis G
1. Surat Permohonan {. Burat Permohonan
2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan Surat Pengantar
3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi dan Dokumen
4. Lembar Pemantavan. 4. Lembar P Alsan Pemch
5. surat pengantar 5. surat pengantar
9 |Menerima surat dari DPMPTSP dan 1. Surat Permohonan 1. Suret Permohonan
berilean perti gna telnls 2. Berkas Persyaratan 2, Berkas Persyaratan
berdasarkan kelengkapan dokumen 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
pemchon melalul surat pertimbangan 4. Lembar Pemantauan. 4. Lembar Pemantauan. | Surat Pengantar
teknis ditujukan kepada DPMPTSP. 5. surat pengantar 1 Hari Kerja {5+ swrut penganter dan Bekumen
6. Dokumen Pemohon
Rekomendasi
10 |Menerima eurat hesil pertimbangan teknis 1. Surat Fermohonan 1. Surat Permohonan
dari Dinas Keschatan Kabupaten Bombana 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan
dan mendisposisikan kepada Kabid, 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
P untuk di p 4., Lembar Pemantanan. 4. Lember Pemantavan. | pertimbangan Tim
5. surat pengantar 5. surat pengantar Teknis
6. Dokumen 6. Dokumen
Rekomendasi Relcomendasi
7. Lembar Disposiai 7. Lembar Disposisi
11 |Menerima disposisi surat teckait hasil 1. Surat Fermohonan 1. Surat Permohonan
pertimbangan teknis dan menyampaikan 2. Berkas Perayaratan 2, Berkas Persyaratan
kepada BO untuk mencetal: surat Izin 3. Lembar Yerifikasi 3. Lembar Verifikasi
Praktek Dokter Umum/Dekter Gigi. 4, Lembar Pemnantavan, 4. Lembar Pemantavan. Disposisi
5. surat pengantar 5. surat penganiar Pertimbangan Tim
6. Dokumen 6. Dokumen Teknis
Rekomendasi Relkomendasi
7. Lembar Disposisi 7. Lembar Disposisi
12 |Menyampaikan dokumen izin kepada 1. Surat Permohonan 1. Surat Permohonan
Kepala Seks] untuk diparal. 2. Berkas Persyaratan 2. Beskas Persyaratan
3. Lembar Verifikaai 3. Lembar Verifikasi
4, Lembar Pemantavan, 4. Lembar Pemantavan.
5. surat pengantar 5. gurat penganter
6. Dokumen 6. Dokumen Paraf Koordinasi
[ Rekomendasi Rekomendasi
s I Lembar Digposiai o] oo oo -+ 7. Lembar Disposisi - —|—-- -
8. Forra. Surat kin 3. Form. Surat zin
Prulktek Apoteker Prakick Apoteker
13 [Membubuhkan parafnya pada dokumen 1. Surat Permehonan 1. Surat Permohonan
perizinan yang sudah dicetalk, kemudian 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan
dikembaliken kepada BQ untuk diserahkan 3. Lembar Verilikasi 3. Lembar Verilikasi
kepada Kabid Pelayanan, 4, Lembar Pemantavan., 4, Lembar Pemantauar.
S. surat pengantar 5. surat pengantar
6. Dokumen 6. Dokumen Paraf Koordinasi
Rekomendasi Rekomendasi
7. Lembar Disposisi 7. Surat zin Praktek
8. Surat zin Praktel Apotelcer telah diperaf

" |Apoteker




PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN ;

Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Efektif
Disahkan Oleh
Pj. BUPATI BOMBANA =
»\.w&m:»zcugz
Nama SOP 1zin Praktik Asisten Apoteker

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana :

1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Cnambm.CHmem
"4, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang mnﬁwmuﬂ._mmﬂ.mmb Pekerjaan Asisten Tenaga
Kesehatan;
7.. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

8. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi front oﬁon
3. Mampu berkemunikasi dengan ,om.mn dan memahami unnmwmumﬁmz

|dari setiap _uaﬂn.ﬁmb. me ZOBmaSNEmb .

Keterkaitan

. |Peralatan /Perlengkapan

1. S0P Pengadministrasian Surat Masuk
2, SOP Pengadministrasian Surat Keluar
3. SOP Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2, Formulir perizinan dan non perizinan

3. Form Verifikasi

4, Forrn DIL

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apahila persvaratan fidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permohonan izin

Udak akan diproses,

1. Buku Registrasi

2. Form Pendataan
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BAGAN ALIR PROSEDUR PENERBITAN

telah diparal

4, Lembar Pemantanan,
5. draft surat pengantar

i surat peng untuk
kemudian diserahlan kepada Tim Teknis
melahui BO

1. Surat Permohoran
2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi

4, Lembar Pemantauen.
5. draft surat pengantar
telah diparaf

4, Lembar P

PELAKBANA
AETIVITAS OPD TEXNIS/TIM EETERANGAN
FRONT OFFIcE | DACKOFFICE [ | by piD PELAYANAN |  TEXNIS (DINAS ﬁq%mﬂﬂ. OUTPUT
KESEHATAN)
Pemochon nmu». Becara F:.wm:_.ﬁ
mengajukan Permol dary M
) L. Surat Permohonan Surat dan Berkas
berkas BoE:m Aplikasisicantik cloud ) 2. Berkas Persyaratan Persyarntan sudabh | Permohonan lzin
sclanjutnya Front office menpguprove] 3. Lembar Verifikasi diperiksa
permohonan tersebut . Pemohon dapat jugal 4. Lembar Pemantavan.
menyetor berkas melalui Front Office
Front Gllice menginput permolionan il
lalui Aplikasi Sicantik Cloud dan 1. Surat Permohonan Pemerilsaan
diteruskan ke Back Office. 2. Berkas Pergyaratan Berkas sudah Kelengkapan
3. Lembar Verifikasi disampaikan Dokumen
. 4. Lembar Pemantauan. Parmohonan Izin
Back Office Menerima dan memeriksa 1. Burat Permohonarn 1. Surat Permehonan
kelengkapan berkas pemohon : a. Jika 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan
berkas tidak lengkap, akan dikembalikan 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi Pemerilsaan
pada FO, b, Apabila berkas pemok 4, Lembar Pemantauan,. 4. Lembar Pemant Kelengkag
sudah lengltap meka akan diteruskan Tadak Ya Dokumen
tahapan berikutnya O . Permohonan Jzin
Back Office ginput data permoh 1. Burat Permohonan 1. Burat Permohonan
kedalam aplikasi e-tarcking dan 2. Berkas Persyaraten 2. Berkas Persyaratan
- {menyerahkan tanda terima berkas 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verilikasi Penginputan Data
permohonan kepada FO E.:.:w diberikan 4. Lembar Pemantavan. 4, Lembar P Pesol
. |kepada pemohon. 5. aplikasi e-tracking 5. lembar penerimaan
berkas
Back Olfice Membuat draf surat pengantar 1. Surat Permohonean 1. Surat Permohonan
ke Dinas Kesehatan terkait permohonan 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan
Izin Praktek Dokter ﬂBaB_\UoE.oa [+ B - 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
menyerahkan kepada Kabid, Pel . 4. Lembar Pemantauan, 4, Lembar Pemantavan. { Syrat Pengantar
untuk diparaf, 5. form surmt pengantar | I Hari Kerja {5. draft surat pengantar
Menerima dan af surat p
untuk disampaikan rﬁmﬁhm xoﬂuub Dines 1, Surat Permchinnan 1. Surat Permohonan
guna ditandetangani. 2, Berkas Persysratan 2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi Paraf Surat

3. draft surat pengantar

telah diparaf

1. Surat Permohonan
2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi
4, Lembar P

Surat —uxn@nb.wu.
Ditand

3. surat pengantar telah
ditandatangan

IATAN ADM.
BUTUHKAN

lerayaratan
Verifikasi
Pemantauan,
pgantar

rmohonan
ersyaratan
Ferilkasi
Pemantauan,
hEantar

ereyaratan
ferifikasi
remantanan.
hgantar

h
il

Disposiai

rmohonan
lersyaratan
Verifikasi
remantaan.
hgantar

1]
&l
Plsposisi

pimohonan
lerayaratan

venifikasi
tavan,
antar

Eurﬂmm h
ret Izin
ten Apoteker

chonan
rsyaratan
erilikasi
aniavan.
gantar ’

si
ispouisi
Praktel;

teloer




PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN/ —~ ~—— =" —=" === ===

i KABUPATEN

Nomeor S0P
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Efektif
Disahkan Oleh
Pj. BUPATI BOMBANA >
\wcgcugz
Nama SOP Izin Praktik Penata Anastesi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang ZoBoH. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

3. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan mansnamb
~ Pengganti Undang-Undang 29.:0.. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi C:mmum.Cbn_mbm
4, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Keschatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Penata Anestesi

7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

1. Minimal SMA _
2. Memahami tugas dan fungsi front office

3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami
dari setiap perizinan dan Nonperizinan,

persyaratan

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengadministrasian Surat Masuk
2. SOP Pengadministrasian Surat Keluar
3. SOP Bidang Pelayanan Perizinan dan Non wnnnﬁmb

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2. Formulir perizinan dan non perizinan

3. Form Verifikasi .

4, Form DI,

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permchonan izin

tidak akan diproses.

1. Buku Registrasi

2. Form Pendataan.
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BAGAN ALIR PROSEDUR PENEREITAN
IZIN PRAKTER PENATA ANASTESI

PELAKSANA MUTU BAKUY
NO ARTIVITAS OFD TEENIS/TIM KETERANGAN
PEMOHON FRONT OFFICE E%WHMMMMW / | xamip PrLAYAMAN |  TERWIS (DINAS KADIS FMPYSP SEKRETARIAT ﬂﬁ% WAKTU OUTFUT
KESENATAR)
1 |Pemohon dapat secara _w.a.wuﬁ_h“
it B L Surst Permobonan Surst dan Beras
rkas  melalui i canti u 2. Berkas Pergyaratan udah Permohonan Tzi
selanjutnya  Front office  menguprove 3. Lembar Veriftkasi ﬂn_.mu.nm_w_””WM ° -
4. Lembar Pemantauan.
permehonan tersebut . Pemohon dapat juga
menyatot berkas melabui Front Office
2 |Front Cffice menginput permohonan .
melaloi Aplikasi Sicantik Cloud dan 1. Surat Permchonan Pemerilsaan
diteruskan e Back Office. 2. Berkas Persyaratan Berkas sudah Kelengkapan
3. Lembar Verifikasi disampaikan Dokumen
4, Lembar Pemantauan. Permohonan Izin
3 |Back OMfice Menerima dan memeriksa 1. Surat Permohonan 1. Surat Permohonan
{kelengkapan berkas pemohon : a. Jika 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyamtan
berkas tidek lengkap, akan dikembalikan 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi Pemeriksaan
kepada FO, b, Apabila berkas pemohon 4, Lembar Pemantauan. 4. Lembar P t Kelengkapan
sudah lengkap maka akanp diteruszkan TEdwk Yo Dokumen
tahapes berikutnya Permoheonan Izin
4 |Back Oflice menginput data permohonan ) 1. Surat Permohonan " [1. Surat Permchonan
kedalam aplikasi e-tarcking dan ' 2. Berkas Pergyaratan 2, Berlas Persyaratan
menyerahkan tanda terima berkas 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Veriflikasi Penginputan Data
permehonan kepada FO untuk diberikan . 4. Lembar Pemantanan, 4, Lembar Pemtantavan. Pemochon
kepada pemohon. . . 5. apliktasi e-tracking 5. kembar penerimaan
& |Back Office Membuat draf surat pengantar 1. Surat Permohonan 1. Surat Permohonarn
. Jke Dinas Kesehatan terkait permohonan 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan
Izin Praktek Dokter Umum f Dokter Gigi 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
yerahkan kepada Kabid, Pelay 4, Lembar Pemantauan, 4. Lembar Py Surat Peng
untuk dipara, 5. form surat pengantar | 1 Hari Kerja |5. draft surat pengatitar
& |Menerima dan al surat pet
untuk disampaikan kepada Kepala Dinas 1. Suvat Permchonan 1. Sureat Permehenan
guna ditandatangani. 2. Berkas Persyaratan Z. Berkas Persyaraten
3. Lembar Verifikasd 3. Lembar Verifiknsi Paraf Suret
4, Lembar Pemantavan. 4, Lembar Pemantauan, Pengantar
S. draft surat pengantar 5. dralt surat pengantar
telah diparaf telak diparaf
7 |Menandatangani surat pengantar untuk

kemudian diserahkan kepada Tim Teknis
melalui BO

1. Surat Permohonan
2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikaai

- |4, Lembar Pemantawan.

5. draft surat pengantar
telah diparaf

1, Burat Permohonan
2, Berkaa Persyaratan
3. Lembar Verifileasi

&- H 1 P 1an.

Surat Pengantar
Ditandat.

3. surat pengantar tclah

" |ditandatangan




PELAKSANA MUTT BAKU
L AETIVITAS OPD TEKNIS/TIM HETERANGAN
PEMOHON ¥rowr oFFics | BACKOFFICE S | .\ piD PELAYANAN | TEKNIS [DINAS KADIS PMPTSP | SERRETARIAT | PERSTARATANADM, | oy OUTPUT
OPERATOR KESEHATAN) YANG DIEUTUHEAN
8 |Menerima Surat Pengantar dan
menyampaikan kepada Tim Teknis G
1. Surat Permcohonan 1. Surat Petmohonan
2. Berkas Pecsyaratan 2. Berkas Pergyaratan Surat Pengantar
3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi dan Dolkumen
4. Lembar Pemantavan. 4, Lembar P tauan Pemch
5. surat pengantar 5. gpurat pengantar
9  |Menerima surat dari DPMPTSP dan 1. Surat Permehonan [. Surat Permohonan
memberikan pertimbangna teknis 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan
berdasarkan kelepgkapan dokumen 3. Lembar Vesifikasi 3. Lembar Verilikas
pemohon melaluj surat pertimbangan 4, Lembar Pemantauan. 4. Lembar P Surat Peng
teknis ditujukan kepada DPMPTSP. S, purat pengantar 1 Hari Kerja |5+ surat pengantar dan Dokumen
6. Dokumen Pemohen
Rekomendasi
10 |Menerima surat hasil pertimbangan teknis 1. Susat Permohonan 1. Surat Permohonan
dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana _. 2. Barkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan
dan mendisposisikan kepada Kabid. 3. Lembar Verifikasi 3, Lembar Verifiknsi
Pelayanan untuk di proses. 4. Lembar Pemantasan. 4. Lembar Pemant Pertimb Tim
3. surat pengantar 5. surat pengantar Teknia
6. Dokumen 6. Dekumen
Rekomendasi Rekomendasi
7. Lembar Disposisi 7. Lembar Disposisi
11 |Menerima disposisi surat terkait hasil 1. Surat Permohonan 1. Surat Permohonan
pertimbangan teknis dan menyempaikan 2. Berkas Persyaratan 2. Berltas Persyaratan
kepada BO untuk mencetak surat lzin 3. Lembar Verifikasi 3, Lembar Verifikasi
Praktel Dokter Umum/Dokter Gigl. 4. Lembar Pemantauan. 4, Lembar Pemantauan Disposisi
5. surat pengantar 5. surat pengantar imbangan Tim
6. Dokumen 6. Dokumen Teknis
{Rekomendasi Rekomendasi
7. Lembar Disposisi 7. Lembar Disposisi
12 |Menyampai} H izin kepada 1. Surat Perrnohonan 1, Surat Permohonan
Kepala Scksi untuk diparaf. 2, Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Venfikasi 3. Lembar Venfiluasi
4, Lembar Pemantauan, 4. Lembar Pemantauan.
S, surat pengantar %. surai pengantar
&, Dokumen $. Dokumen N
——— = . ... |Rekomendasi - Rekomendasi_____ Parel Koordinasi | .
7. Lembar Disposisi 7. Lembar Disposisi
8. Form. Surat Izin 8. Form. Surat zin
Praktek Penata Anastesi Prakiek Penata
Annstesi
13 |Memlribubkan parafnya pada dokumen 1. Surat Permohonan 1. Surat Permohonen
perizinan yang sudah dicetak, kemudian 2. Berkas Persyarstan 2. Berkas Persyaratan
dikembalikan kepada BO untuk diserahkan 3. Lembat Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
kepada Kabid Pelayanan. 4, Lembar Pemantauan. 4, Lembar Pemantauan.
5. surat pengantar §. surat penganter
6. Doktumen 6. Dokumen Paraf Koordinasi

Rekomendasi
7. Lembar Disposial
8. Surat zin Praktek

Al Thopadn Aeasles

Rekomendasi
7. Surat zin Prakiek
Asisten Penats Anastesi

el fpeivat




Nomor SOP
PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA Tgl Pembuatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tgl Revisi
Tgl Efektif
© KABUPATEN . Disahkan Qleh 5
, Pj. BUPATI BOMBANA
\@ﬂmw»zcuﬁz
Nama SOP Izin Praktek Fisioterapis
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 1. Minimal SMA
- 2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesechatan; '|2. Memahami tugas dan fungsi front office
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah!3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan Egm._umhﬂa persyaratan
Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang o dari setiap perizinan dan Nonperizinan. .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; . :
5. Peraturan Pemerintah Nomeor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
dan Praktek Fisioterapis
7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana
Keterkaitan . Peralatan/Perlengkapan
.......... 1.7 80P Pengadministrasian Surat Masuk ~|1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2. S0P _unnmmnanﬁmﬂﬁmw_mﬁ Surat Keluar 2. Formulir perizinan dan bo_._.—uoaumamb
3. SOP mﬁmbm Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan . . 3. Form Verifikasi
4. Form Pl
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permohonan izin 1. Buku Registrasi
tidak akan diproses. . . . o . . . {2. Form Pendataan.
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BAGAN ALIR PROSEDUR PENERBITAN

sudah lengkap maka aken diteruskan
tahapan berikutnya—

Back Ollice menginput data permohonan

kedalam aplikasi e-tarcking dan

menyerahkan tanda terima berkas

permohonan kepada FO untuk diberikan
kepada pemohon,

1. Surat Permohonan
2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi

|4 Lembar Pemantauan,

5. aplikasi e-tracking -

Back Olfice Mem

untuk diparaf,

ke Dinas Keschatan terkait permohionan
Izin Praktek Dokter Umum/Dokter Qigi
menyerahkan kepada Kabid, Pelayanan

buat draf surat pengantar

1. Burat Permohonan
2. Berkaa Persyaratan
3. Lembar Verifikasi

4. Lembar Pemantauan.
3. form surat pengantar

Menerima dan memaraf surat pengantar
untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
guna ditandatangani.

1. Surat Permohonan

2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi

4. Lembar Pemantauan,
5. dralt surat penganter
telah diparaf

Dokumen
Permohonan Izin

IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS
PELAKSANA MUTU BAKU
ARTIVITAS OFD TRENIS/TIM KETERANGAN
PEMOHON FRONT OFpicE | FACKOFFICE/ | \ypyn PELAVANAN |  TEXNIS (DINAS KADIS PMPTEP | SEKRETARIAT | FERSTVARATANADML. | ..., OUTPUT
OPERATOR YANG DIBUTUHEAN
KESCHATAN)
Pemohony dapat mecara langsung|
mengajukan Permohonan dan Mengupload 1. Suraf
t Permohonan
berkas melalui Aplikasi sicantik cloud A } 2. Berkas Persyaratan Surat dan Berkas .
sclanjutnya  Front office  menguprove — 3. Lembar Verifikasi Persy &m.a_ _Makuﬂzan& Permohonan lzin
permohonan tersebut . Pemohon dapat juga 4. Lembar Pemantauan
menyetor berkas melalui Front Office
Front Office menginput permohonan )
melalui Aplikasi Sicantik Cloud dan 1. Surat Permohonan Pemeriksaan
diteruskan ke Back Olfice, 2, Berkas Persyaratan Berkas sudah Kelengkapan
3. Lembar Verifikasi disampaikan Dokumen
4. Lembar Pemantauan, Pertnohonan Izin
Back Office Menerima dan memerikea 1. Surat Permohenan 1. Surat Permohonan
. |kelenghkapan berkas pemohon : a. Jika 2. Berkaa Persyaratan 2. Berkaa Persyaratan
berkas tidak lengkap, akan dikembalikan 3. Lembar Verifikasj 3. Lembar Verifikasi Pemeriksaan
kepada FO, b. Apabila berkas pemoh 4. Lembar Pemantauan. 4, Lembar Pemantauan, Kelengkapan

4, Lembay P

Penginputan Data
P b

5. lembar penerimaan
berkas

1 Hari Kerja

© [Menandatangani
" |kemudian diserahkan kepada Tim Telnis

melalui BD

surat pengantar untuk

1. Surat Permohonan

2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi

4, Lembar Pemantauan,
9. draft surat pengantar
tetah diparal

1. Burat Permohonan

2. Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi

4. Lembar Pemantevan.,
. dralt surat pengantar

Surat Pengantar

1. Surat Permohonan
2. Betkas Persyaralan
3. Lembar Verifikasi

4. Lembar Pemantauan.
5. draft surat pengantar
telah diparafl

Paraf Surat
Penpantar

. |1- Surat Permohonan

2, Berkas Fersyaratan
3. Lembar Verifikasi
4. Lermbay Pemant,

Surat Pengantar
Ditand

5. surat pengantar telah
ditandatangan




PELAHSANA MUTU BAKU
RO ARTIVITAS OPD TEHNIS/TIM HETERANGAN
PEMOHON FRONTOFFICE | BATROMTICE/ | RAMD PELAYANAN |  TEKMIS (DINAS EADIS PMPIS? | GEHRETARIAT | PERSYARATARADM. | o0y ouUTPUT
PERX KESEHATAN) YANG DIBUTUHEAN
& {Menerima Suret Pengantar dan
menyampaikan kepada Tim Teknis G
1. Surat Permohonan 1. Surat Permohonan
2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan Surat Pengantar
3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi dan Dokumen
4. Lembar Pemanteuan, 4, Lembar Pemantauan., Pemohon
5. surat pengantar 5. surat pengantar
2 Hﬁ“gmwnﬂ:_ﬁ_. dauri Umzm‘_mmﬁ..mwa 1. Surat Permohonan 1. Surat Permohonan
rikan pertimbangna teknis 2. Berkas Persyaratan 2, Berkas Peruyaratan
berdasarkan kelenghkapan dokumen 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
pemokon melalui surat pertimbangan 4, Lembar Pemantauan, 4. Lembar P tevan, | Surat Pe 4
teknis ditvjuken kepada DFMPTSP. 5. surat pepgantar 1 Hari Kerja [5- surat pengantar dan Dokumen
6. Doliumen Pemohon
Rekomendasi
10 § M_mnhﬂwaw surat rmh”.__ ﬂﬂagﬁﬁu 1. Surat Permohonan 1. Burat Permohoenan
nas Kescha upaten | a 2. Barknas Persymratan 2. Berkas Prrsyaratan
dan mendisposisitan kepada Kabid. 3. Lembar Verilikasi 3. Lembar Verifikasi
Pelayanan untuk di proses. 4. Lembar Pemantauan, 4, Lembar Pemant Pertimb Tim
5. surat pengantar 3. suret pepgantar Teknia
6. Dekumen 6. Dokumen
Rekomendasi Rekomendasi
. o . |7. Lember Disposisi 7. Lembar Disposisi
11 [Menerima disposisi surat terkait hasil 1. Burat Permohonan 1. Surat Permchonan
pertimbangan teknis dan menyampaskan 2. Berkas Persyaratan 2, Berkas Persyaratan
kepada BO untuk mencetak surat fzin 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi- 4, Lember Pemantauar., 4. Lembar Pemantanan. Disposisi
5. surat pengantar 5. surat pengantar Pertimbangan Tim
6. Dekumen 6. Dokumen Teknis
Rekomendasi Rekomendasi
7. Lembar Disposisi 7. Lembar Disposisi
12 |Menyampaikan dokumen izin kepada 1. Surat Permohonan 1. Surat Permohonan
Kepala Sckai untuk diparaf. 2. Berkas Persyaratan 2, Berkas Persyaratan
3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
4. Lembar Pemantauen. 4. Lembar Pemantauan.
5. surat pengantar 5. surat pengantar
6. Dokumen 6. Dokumen L
— RV PUNURU RIS Milmpmummpuns OO PRNCEURNTIIOR DU SO - Rekomendasi Rekomendasi Paraf Koordinasi
T s e | e ] e oo L e A Digpastag o[ e e
8. Form. Surat lzin 8. Form, Surat zin
Prakiek Fisioterapis . ﬁ_v_dwﬁo_u Fisioterapis
13 |Membubuhkan parafnya pada dokumen 1. Surat Permchonan 1. Surat Permohonan
:unnh_bmhmﬁaﬁ sudah dicetak, kemudian 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan
dikembalikan kepada BO untuX diserahkan 3. Lembar Verifikasi 3. Lembar Verifikasi
[kepada Kabid Pelayanan. 4. Lembar Pemantanan. 4. Lembar Pemantauen.
5. surat pengantar iu. surat pengantar
6. Dolcumen 6. Dokumen Paraf Koordinasi
Rekomendasi Rekomendasi
7. Lembar Disposisi 7. Surat zin Prakiek
B. Surat zin Praktek Asisten Fisloterapis
PP fa vt pria tebh diparmf
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Nomor SOP
PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA Tgl Pembuatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tgl Revisi
Tgl Efektif
v Disahkan Oleh
Pj. BUPATI BOMBANA
\uc\mm»zcugz
Nama SOP Izin Praktek Perekam _sanmr
Pasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 1, Minimal SMA
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; . 2. Memahami tugas dan fungsi front office
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah|3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami m_onmwmhm_nmﬁ
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang | |dari setiap perizinan dan Nonperizinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Perckam Medis
7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana
_ Keterkaitan . Peralatan/Perlengkapan
N 1-—SOP-Pengadministrasian-Surat-Masuk : . o - Komputer yang dilengkapi-dengan-aplikasi
- 2. SOP Pengadministrasian Surat Keluar 2. Formulir perizinan dan non perizinan
3. SOP Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 3. Form Verifikasi
o N o o 4. Form DIl
Peringatan : ~ |Pencatatan dan Pendataan
Apabila persyaratan tidak &ﬁmbﬂ? /dilengkapi oleh pemohon maka umnnorobmb izin . 1. Buku Registrasi
tidak akan diproses. 2. Form Pendataan.
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NO HOMPONEN

9. Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:

1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;

2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:

3 Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;

4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);

5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif]
retribusi yang telah ditetapkan; '

6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami
siap mengantarkan ke alamat anda. _

7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b | Jamiran Keamanan

Dokumen lzin dicetak dengan menggunakan kertas khusus, Nomor dekumen
dan dibubuhi tanda tangan digital {(E-signature) serta menggunakan QR Code
Khusus.

Tl Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:
Indeks Kepuasan masyarakat {IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin
setelah menerima sertifikat izinnya.

12 Jumlah Pelaksana

1 orang Front Office

1 orang Kepala Seksi

1 orang Kepala Bidang

1 orang Back office

1 orang Sekretaris Dinas
1 orang Kepala Dinas

2 crang tim teknis

-3 | Kompetensi Pelaksana

DPMPTSP

1 Pendidikan minimal SMA

2 Memahami alur perizinan

3 Mampu mengoperasikan komputer

Tim Teknis

1 Pendidikan S1

2 Masuk dalam SK Bupati
2  Sertilikat Keahtian

4 | . Pengawasan Internal

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas
2. Sistem E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksana
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

1218 PRAKTER AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Huloum

|

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Pemerintah 'Nomor 5 Tahun 2021 téntang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nemor 42 Tahun 2015
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bombana

[

Persyaratan

W =~ &N s W R -

9
10
11

Mengisi Formulir Permohonan;

- Foto Copy [jazah Terakhir;

Fota Copy Surat Tanda Registrasi (STR);

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk {(KTP);

Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
Pas Foto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar;

Pas Foto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar;
Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Map Snelhekter Palstik;

Materai Rp. 10.000,- sebanyak 2 Lbr;

Berkas Dibuat 2 Rangkap

e

Bagan Alir

| Terlampir

_ Biaya/Tarif

| FIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

Al

~Jangka Waktu
Penyelesaian

|3 tige) heri kerja

Produk Layanan

[ Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Sarana, Prasarana,
- dan/atau Fasilitas.

L~k W -

Sarana dan Prasarana:

Ruang Tunggu
Meja Informasi
Ruang Pengaduan
Komputer

Printer

Kursi Tunggu/Sofa
Kursi Kerja

Meja

Lemari

Mesin Pengganda
Mesin Hitung
Telepon/HP

Toilet

AC

TV Set

Kipas Angin

Kotak Saran

Koran dan Majalah
Tempat Parkir
CCTV

Kursi Roda

Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak

Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan

VTN L W=

Tersedia Sarana Pengaduan:

Kotak Saran

Petugas Pengaduan

Formulir Pengaduan

Telepon/HP. 08114700045

Email: info.dpmptsp@gmail.com

Website : dpmptsp.bombanakab.go.id

Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat {IKM}

Walitu penyelesaian pengaduan paling lambat selesal ditanggapi dalam
waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.




NO | KOMPONEN

| URALAN

0;.Jaminan Pelayanan

6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:
1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;
2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:

Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;

4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);

5 Tidak menerima dan meminta tmbalan dalam bentuk apapun selain tarif]
retribusi yang telah ditetapkan;

siap mengantarkan ke alamat anda.
7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kemi siap menetima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1t Jaminan Keamanan

Dokumen Izin dicetak dengan menggunakan kertas khusus, Nomor dokumen
dan dibubuhi tanda tangan digital (E-signature) serta menggunakan QR Code
Khusus. :

11 . Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:
Pelaksana Indeks Kepuasan masyarakat (IKM} yang dibagikan ke setiap pemohon izin
isetelah menerima sertifikat izinnya,
12 ¢ Jumlah Pelaksana 1 orang Front Office

1 orang Kepala Seksi

1 orang Kepala Bidang

1 orang Back office

1 orang Sekretaris Dinas
1 orang Kepala Dinas

2 orang tim teknis

13 ¢ Kompetensi Pelaksana

-|Tim Teknis

PMPTSP .

1 Pendidikan minimal SMA

2 Memahami alur perizinan

3 Mampu mengoperasikan komputer

1 Pendidikan 81
2 Masuk dalam SK Bupati
2 Sertilikat Keahlian

i+ Pengawasan Internal

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas

2, Sistemn E-tracking scbagai pemantau kinerja pelaksana
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
1ZIN PRAKTEK RATHOGRAFER

NO

KOMFPFONEN

URAIAN

Dasar Hukum

B

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Keschatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

. 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomeor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

. Peraturan Menteri Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer

Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bombana

Persyaratan

L= B~ I I

9
10

11

Mengisi Formulir Permohenan;

Foto Copy Ijazah Terakhir; _

Folo Copy Surat Tanda Registrasi (STR);

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;

Pas Foto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar;

Pas Foto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar;
Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
Map Snelhekter Palstik; '
Materai Rp. 10.000,- sebanyak 2 Lbr;
Berkas Dibuat 2 Rangkap .

- Bagan Alir

| Terlampir

Biaya/Tarif

| TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

- Jangka Waktu

Penyelesaian

| 3 (tiga) hari kerja

Produk Layanan

1 Izin Pralttek Radiografer

© Sarana, Prasarana,
- dan/atau Fasilitas,

O |~ bW e

Sarana dan Prasarana:

Ruang Tunggu
Meja Informasi
Ruang Pengaduan
Komputer

Printer

Kursi Tunggu/Sofa
Kursi Kerja

Meja

Lemari

Mesin Pengganda
Mesin Hitung
Telepon/HP

Toilet

AC

TV Set

Kipas Angin

Kotak Saran

Koran dan Majalah
Tempat Parkir
CCTV

Kursi Roda N
Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak

Penanganan
Pengaduan, Saran dan
" Masukan

QOIS N R W

Tersedia Sarana Pengaduan:

Kotak Saran

Petugas Pengaduan

Formulir Pengaduan

Telepon/HP. 08114700045

Email; info.dpmptsp@gmail.com

Website : dpmptsp.bombanakab.go.id

Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Wakwu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam

waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.




KOMPONEN

URAIAN

Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:

1 Kepastian persyaratan, biaya dan wakty penyelesaian;

2 Diwuwjudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:

3 Memberikan pelayanan dengan senyuumn, ramah, santun dan sepenuh hati;

4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);

5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif
retribusi yang telah ditetapkan;

& Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kamij
siap mengantarkan ke alamat anda.

7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Keamanan

Dokumen Izin dicetak dengan mengeunakan kertas khusus, Nomor dokumen
dan dibubuhi tanda tangan digital (E-signature) serta menggunakan QR Code
Khusus.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin
setelah menerima sertifikat izinnya.

_ Jumlah Pelaksana

1 orang Front Office

1 orang Kepala Seksi

1 orang Kepala Bidang
.1 orang Back office
' 1 orang Sekretaris Dinas
¢ 1 orang Kepala Dinas
i 2 orang tim teknis

Kompetensi Pelaksana

DPMPTSP - :

1 Pendidikan minimal SMA

2 Memahami alur perizinan

3 Mampu mengoperasikan komputer

Tim Teknls

1 Pendidikan S1

2 Masuk dalam SK Bupati -
2 Sertiftkat Keahlian

~ Pengawasan Internal

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas
2, Sistem E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksana
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP}
1ZIN PRAKTEK ANALIS KIMIA / KESEHATAN

NO

KOMPONREN

URAIAN

Dasar Hukum

=R

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risike

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bombana

~ Persyaratan

W~ b WO

9
10

11

Mengisi Formulir Permohonan;

Foto Copy ljazah Teralhir;

Foto Copy Surat Tanda Registrasi {STR);
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
Pas Foto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar;
Pas Foto Warna 4 X 6 Cm 2 Lembar;
Rekomendasi dari Orgamsasu Profem,
Mayp Snelhekter Palstik;

Materai Rp. 10.000,- sebanyak 2 Lbr;
Berkas Dibuat 2 Rangkap

. Bagan Alir

| Terlampir

Biaya/Tarif

L

Jangka Waktu
Penyelesaian

l TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

1 3 (tiga) hari kerja

4

Produk Layanan

I Izin Prakiek Analis Kimia/Kesehatan

_Sarana, Prasarana,
" dan/atan Fasilitas,

W -1hntb W -

i]o
1%
2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
izz

Sarana dan Prasarana:

Ruang Tunggu
Meja Informasi
Ruang Pengaduan
Komptter

Printer

Kursi Tunggu/Sefa
Kursi Kerja

Meja

Lemari

Mesin Pengganda
Mesin Hitung
Telepon/HP

Toilet

AC

TV Set

Kipas Angin

Kotak Saran
Koran dan Majatah

" Tempat Parkir

CCTV
Kursi Roda
Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak

Penanganan
Pengaduan, Saran dan

‘Masukan

Tersedia Sarana Pengaduan:

Kotak Saran

Petugas Pengaduan

Formulir Pengaduan

Telepon/HP. 081147000435

Email: info.dpmptsp@gmail.com

Website : dpmptsp.bombanakab.go. id

Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai dua.nggapl dalam
waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.




NO

KOMPONEN

URAIAN

Jaminan Pelayanan

~ Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk;

i 2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:

4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);

Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;
Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;

Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif
retribusi yang telah ditetapkan;

Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami
siap mengantarkan ke alamat anda.

Apabila kami tidak menepati pemyataan ini, maka kami siap menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1)

_ Jaminan Keamanan

Dokumen Izin dicetak dengan menggunakan kertas khusus, Nomor dokumen
dan dibububi tanda tangan digital (E-signature) serta menggunakan QR Code
Khusus.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

| Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:
Indeks Kepuasan masyarakat {IKM} yang dibagikan ke setiap pemohon izin
setelah menerima sertifikat izinnya.

Jumlah Pelaksana.

1
1
1
1
1
1
2

orang Front Office
orang Kepala Seksi
orang Kepala Bidang
orang Back office
orang Sekretaris Dinas
orang Kepala Dinas
orang tim teknis

: Kompetensi Pelaksana

1
2
3

1
2
2

DPMPTSP

Tim Teknis

Pendidikan minimal SMA
Memahami alur perizinan
Mampu mengoperasikan komputer

Pendidikan S1
Masuk dalam SK Bupati
Senliflikat Keahlian

Pengawasan Internal

1
2

. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas
. Sistem E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksang
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
IZIN PRAKTEK TENAGA GIZ1

NG

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

b |

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan; -
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Keschatan;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktile Tenaga Giz

:7 Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian
[ Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Persyaratan

1 Mengisi Formulir Permohonan;

2 Foto Copy ljazah Terakhir;

3 Foto Copy Surat Tanda Registrast (STR};

[4 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

's Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
6 Pas Foto Warna4x 6 Cm 2 Lembar;

|
|  Satu Pintu Kabupaten Bombana

- 7 PasFoto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar;

8 Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
9 Map Snelhekter Palstik;

o Materai Rp. 10.000,- sebanyak 2 Lbr;
11 Berkas Dibuat 2 Rangkap

Bagan Alir

. Terlampir .

Biaya/Tarif

[TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

Jangka Waktu
Penyelesaian

- :S{tiga) hari ketja

Produk Layanan

!Izin Praktek Tenaga Gizi

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas,

- Sarana dan Prasarana:

=

Ruang Tunggu
Meja Inforimasi
Ruang Pengaduan
Komptter

Printer

Kursi Tunggu/Sofa
Kursi Kerja

Meja

Lemari

10 Mesin Pengganda
11 Mesin Hitung

12 Telepon/HP

13 Toitet

14 AC

15 TV Set

16 Kipas Angin

ETATITV TR TR

17 Kotak Saran

18 Koran dan Majalah
19 Tempat Parkir

20 CCTV

21 Kursi Roda

‘22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak

]

Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan

Tersedia Sarana Pengaduan:

Kotak Saran

Petngas Pengaduan

Formulir Pengaduan

Telepon/HF. 08114700045 -

Email: info.dpmptsp@gmail.com

Website : dpmptsp.bombanakab.go.id

Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Wakty penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam
waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

] Al I =1 R ST C R




NO

KOMPONEN

! - URAIAN
1

Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:
1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;
2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:

Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;
4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);

retribusi yang telah ditetapkan;
siap mengantarkan ke alamat anda,

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

T

‘Jaminan Keamanan

Dokumen [zin dicetak dengan menggunakan kertas khusus, Nomor dokumen
dan dibubuhi tanda tangan digital (E-signature) serta menggunakan QR Code
Khusus. )

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinetja pelaksana dilakukan melalui:
Indeks Kepuasan masyarakat {IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin
setelah menerima sertifikat izinnya.

Jumlah Pelaksana

1 orang Front Office

1 orang Kepala Seksi

1 orang Kepala Bidang

1 orang Back office

1 orang Sekretaris Dinas
1 orang Kepala Dinas

2 orang tim teknis

|
1
|
i
|
i

! Kompetensi Pelaksana

DPMPTSP
1 Pendidikan minimal SMA
2 Memahami alur perizinan
'3 Mampu mengoperasikan komputer

’l'!.m Teknis

il Pendidikan S1

2 Masuk dalam SK Bupati
2  Sertifikat Keahlian

Pengawasan Internal

|l. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas

!2. Sistem E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksana

S Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif]
6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami

7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP}
SURAT PENCABUTAN IZIN

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

BY

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 2023 Tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risike

Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bombana

Persyaratan

v oo~ s W R e

10
11

Mengisi Formlir Permohonan;

Foto Copy ljazah Terakhir;

Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR);
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokier;
Pas Foto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar;
Pas Foto Warna 4 x 6 Cm 2 Lembar;
Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
Map Snelhekter Palstik;

Materai Rp. 10.000,~ sebanyak 2 Lbr;
Berkas Dibuat 2 Rangkap

Bagan Alir

| Terlampiz

Biaya/Tarif -

| TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

Jangka Waktu .
Penyelesaian

! 3 (tiga) hari kerja

- Produk Layanan

Surat Pencabutan Izin

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas.

DO =300 &b -

Sarana dan Prasarana:

Ruang Tunggu
Meja Informasi
Ruang Pengaduan
Komputer

Printer

Kursi Tunggu/Sofa
Kursi Kerja

Meja

Lemari

Mesin Pengganda
Mesin Hitung
TeleponfHP

Toilet

AC

TV Set

Kipas Angin

Kotak Saran

Koran dan Majalah
Tempat Parkir
cCcTV

Kursi Roda

Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak

Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan

Tersedia Sarana Pengaduan:

=B BB I R R

Kotak Saran

Petugas Pengaduan

Formulir Pengaduan

Telepon/HP. 08114700045

Email; info.dpmptsp@gmail.com

Website : dpmptsp.bombanakab.go.id
Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Wakiu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam
waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.




RO KOMPONEN

URAIAN

am

Jaminan Pelayanan

.

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:
1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;
2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janiji Pelayanan:

Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;

4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);

5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif
retribusi yang telah ditetapkan;

6 _Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami|
siap mengantarkan ke alamat anda.

7 Apabila kami tidak menepati pernyatasn ini, maka kami siap menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jamtinan Keamanan

Dokumen lzin dicetak dengan menggunakan kertas khusus, Nomor dokumen
dan dibubuhi tanda tangan digital (E-signature) serta menggunakan QR Code
Khusus. :

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui;
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM} yang dibagikan ke setiap pemohon izin
setelah menerima sertifikat izinnya. -

Jumlah Pelaksana

1 orang Froat Office

1 orang Kepala Seksi

1 orang Kepala Bidang

1 orang Back office

1 orang Sekretaris Dinas
1 orang Kepala Dinas

2 grang tim teknis

. Kompetensi Pelaksana’

DPMPTSP

1 Pendidikan minimal SMA -

2 Memahami alur perizinan

3 Mampu mengoperasikan komputer

Tim Teknis

1 Pendidikan 81

2 Masuk dalam SK Bupati
2 Sertifikat Keahlian

. Pengawasan Intermal

1, Pengawasan melekat yang dilakukan cleh Kepala Dinas
2. Sistemn E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksana
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1

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH BARU SWASTA

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

|
KOMPONEN l URAIAN

|
Izin Dinas Pendidikan & . . s s ;
Kehud 1 Izin Operasional Pendirian Sekolah Baiue Swasta

1  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonecaia;
2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-tUndang
3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Talm 2021 tentang Penyelenggaraan Perizrinan Berusaha Berbasis Risiko
4 Peraturan Mentert Pendldilan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal; - '
Dasar Hukum 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
' Satuan PAUD;
i Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar
Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan

7 Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

Persyaratan yang harus dipenuhi anatara lain :

Mengisi Formulir;

Surat permohonan dart yayasan disertai dengan hasil studi kelayakan

Izin Prinsip :

Rckomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Foto copy akta pendirian yayasan

Surat keterangan yayasan terdaftar di Dinas Sosial

Pertimbangan atau alasan pendirian Sekolah dari ketua Yayasan

Program kerja Sekolah o

Program kerja Yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang
Surat keterangan Domisili Yayasan '

Surat pernyataen kesanggupan untuk melaksanakan kurikutum

SK kepemilikan gedung, sertifikat tanah dan FC, Jzin Mendirikan Bangunan {IMB)
13 Organisasi yayasan yang disahkan olch ketuta Yayasan

BTG TN T E B e -

e ek
[

14 Susursn pengumus yayasan dan Strultur erganisasi sekolah

15 Denah gedung sckolsh '

16 Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah

17 Fotokopi fjazah Kepala Sekolah dan Guru, daftar nama personalia sekolah serta uraian tugasnya

i Memiliki peserta didik sekurang-.kurangnya 5 {lima} orang dan Daftar peserta didik yang terbaru atau

P terabchir
Persyaratan b
! 19 Daftar inventaris sckolah

20 Tata tertib sckolah dan Jadwal mata pelajaran

21 Instrument evaluasi atan monitoring
22 Surat pernyataan Kepala Sekolsh (bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai
i ketentuan pemerintah dacrah

23  Surat pernyataan {bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan

Bagan Alir | Terlampir

Biaya [ Tarif |Rp. 0,- (TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS)

Jangka Wakiu Penyelesaian [Maksimal 3 (tiga} hari kerja

Produk Pelayanan | Sertifikat Izin Operasional PAUD, LKP & PKBM
{1 Ruang Tungen

F2 Meja Informasi

.3 Ruang Pengaduan
# Komputer

5 Frinter

6 Kursi Tunggu/Sofa
7 Kursi Kerja

8 Mea

P Lemari

10 Mesin Pengganda
11 Mesin Hitung

12 TeleponfHP

13 Toilet

14 AC

Sarana, Prasara.m. dan/fatau

: 15 TV Set
; ! 16 Kipas Angin
Sarana, Prasarana, dan/atan 17 Kotak S

i 18 Koran dan Majalah

19 Tempat Parkir

Tersedia Sarana Pengaduan:

Kotak Saran

Petugas Pengaduan

Formulir Pengaduan

Telepen/HP. (82331114885

Email: info.dpmptsp@gmail.com

Lembar Indcks Kepuasan Masyarakat [1KM)

I‘enanganan‘l’engadumi, Saran
dan Masukan

(=01 i S £ S




NO

KOMPONRER

URAIAN

7 Waktu panyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam wa.km 5 {lima) hari sejak pengaduan
diterima petugas.

H

Jaminan Pelayansn

f
E
l Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:

i

Ill Kepastian persyaratan, biaya dan wakiu penyelesaian;

2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:

Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;
Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SF);

L2 M Y

Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan;

-

Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maks kami siap mengantarkan ke alamat
anda.

Apabila kami tidak mencpati pernyatasn ini, maks kami sisp menerima sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlain.

—

-Jaminan Keamanan

Sertifikat dicetak dengan mmgglmakan kertas khusus, bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap
‘basah.

.Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evajuasi kincrja pelaksana dilalukan melalui:

‘Indeks Kepuasan masyarakat [II{M) yang dibagikan ke sel.isp pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya.
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S PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA _
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HADUPATEN °

Nomor S0P
Tyl Penibuatan
Tgl Revisi
Tgl Efektif
Bisahkan Oleh
Pj. BUPATI BOMBANA
P
- _
BURHANUDDIN
A
-
Nama SOP Izin Operasional PAUD, LKP & PKBM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

‘3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis -
4, lﬁéiﬁ?lmn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
Satuan PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar
Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.

7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi front office

3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami

persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana
Keterkaitan '

Peralatan/Perlengkapan

1, Nomor Induk Berusaha (NIB)
2, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

1. Formulir
2. SOP Izin Operasional PAUD, LKP & PKBM

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permohonan izin tidak akan

diproses.

1. Buku Registrasi

2. Form Pendataan.




STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
IZIN OPERASIONAL PAUD, LKP & PKBM

KOMPONEN

URAIAN

- Izin Dinas Pendidikan &
Kebudayaan

tzin Operasional PAUD, LKP & PKBM

Dasar Hukum

et T TR TR T A W T R e T

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Noator 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pendirian

Satuan Pendidikan Non Formal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian

Satuan PAUD; Z

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar

Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan

Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tzhun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perfzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

Persyaratan

GG T O R R e

Perayaratan yang harus dipenuhi anatara lain ¢

. Organisasi yayasan yang disahkan oleh ketua Yayasan

Mengisi Formulir; .

Surat permohonan dari yayasan disertai dengan hasil studi kelayekan

Edn Prinsip

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Foto copy akta pendirian yayasan

Surat keterangan yayasan terdaftar di Dinas Sosial

Pertimbangan atau alasan pendirian Sekolah dari ketua Yayasan

Frogram Yerja Sckolah

Program ketja Yayasan untuk jangka pendek, mencngah dan jangka parjang
Surat keterangan Domisili Yayasan

Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kucikuhum

SK kepemilikan gedung, sertifikat tanah dan FC. [znin Mendirkan Bangunan {IMB)

Persyaratan

Susunan pengurus yayasan dan Struktur organisasi sekolah

Denah gedung sckolah ;

Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah

Fotokopi ifazah Kepata Sekolah dan Guru, daftar nama personalia sekolah serta uraian tugasnya

Memiliki peserta didilc sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan Daftar peserta didik yang terbaru atau
terakhir ’

Daftar inventaris sekolah i
Tata tertib sckolah dan Jadwal mata pelajaran
Instruument evaluasi atau monitoﬁi:g

Surat pernyataan Kepala Sekolah {bermaterai} yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuail
ketentuan pemerintah dacrah

Surat pemyataan (bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan

Bagan Alir

Terlampir

Biaya / Tarif

Rp. 0,- (TIDAX DIPUNGUT BIAYA/GRATIS)

Janglka Waktu Penyelesaian

Maksimal 3 {tiga) hari keja

Produk Pelayanan

Sertifikat [zin Operasional PAUD, LEP & PKEM

Sarana, Prasarana, dan/atau
Fasilitas. :

R N N N N SN .
Gl i e R e R e Rl o

Sarana dan Prasarana:

Ruang Tungeu
Meja Informasi
Ruang Pengaduan
Komputer

Printer

Kursi Tunggu fSofa
Kursi Kerja

Meja

Lemari

Mesin Pengganda
Mesin Hitung
Telepon /HP

Toilet

AC

slarana, Prasarana, dan/atan
Fasilitas.

TV Set

Kipas Angin

Kotak Saran
Koran dan Majalah
Tempat Parkir

Fapanganan Pengaduan, Saran

dan Mastikan

R Tl 1 T W R e

v

ersedia Sarana Pengaduan:

Kotak Saran

Petugas Pengaduan
Formulir Penigaduan
Telepon/HP, 082331114885

Email: info.dpmptsp@gatail com




—

NO

" HKOMPONEN

~ URAIAN

|
|
|
|

. 'l? Walktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 {lima) hari sejak pengaduan

6 Lember Indeks Kepuasan Masyarakat [IKM)

diterima petugas, :

A

Jaminan Pelayanan

Lt ", B L XRF R

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:

Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;

Diwujudkan dalam Maktumat fJanji Pelayanan:

Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;
Menberikan pelayanan scsuai dengan Standar Pelayanan (SP);

Tidak mererima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun sclain tarif retribusi yang telah ditetapkan;

anda.

Apabils kami tidak menepati pemnyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang betlal,

Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat wakiu, maka kami siap mengantarkan ke alamat]

Jaminen Keamanan )

Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, bernomor seri dan dibubuhi tands tangan asli dan dicap
;

s
i
i

Evaluast Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui;

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagilcan ke sctiap pemohon izin setelah menerima sertifileat izinnya.
i
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i PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODA]L, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

" KABUPATEM

Normot S0k
Tel Pembuaian
Tgl Revisi
Tel Efektif
Disahkan Oleh
Pj. BUPATI BOMBANA
fiBURHANUDDIN
Rama SOP Izin Operasional Sanggar Seni dan Budaya

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana H

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pcriyelenggafaén Perizinan Berusaha Berbasis
4, g;ila};t?.lran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Fonnal",
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar
Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan,

6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni

Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

1. Minimal SMA
2, Memahami tugas dan fungsi front office

3 Mérﬁpu befkomunikasi denéan ba.tk dan ﬁiemaha.tﬁ.i

persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan,

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

1. Formulir
2. SOP Izin Operasional Pendirian Sekolah Baru Swasta

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemchon maka permohonan izin tidak akan

diproses.

1. Buku Registrasi

2. Form Pendatarn.




STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
IZIN OPERASIONAL SANGGAR SENI DAN BUDAYA

NO

HOMPONEN

URAIAN

kzin Dinas Pendidikan &
Kebudayaan

—

Izin Operasional Sanggar Seni Dan Budaya

Dasar Hukum

-

LA W T

Undang-undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sistcm Pendidikan Indonesis;

Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 6 Tahun 2023 Tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggﬁraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pendirian

Batuan Pendidian Non Formal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nemor 127 Tahun 2014 tentang Standar

Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni

Peraturan Bupati Bombana Nomer 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelengparaan

Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

e [y e

TTRITTER AT T TR T

sTere

[ -
[T

Persyaratan yang harus dipsnuhi anatara lain :

Mengisi Formulir;

Surat permokonan dari yayasan disertai dengan hasil studi kelayakan

1zin Prinsip

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pcnd.ldakan Kabupaten

Foto copy akia pendirian yayasan . )

Surat ketsrangan yayasan terdaftar di Dinas Sosial

Pertimbangan atau alasan pendirian Sekolah dari ketua Yayasan

Program kerja Sekolah

Program kerja Yayasan untuk jangka pendek, menengab dan jangka panjang
Surat keterangan Domisiti Yayasaﬁ

Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum

SK kepemilikan gedung, sertifikat tanah dan FC. kzin Mendirikan Bangtinan (IMB)
Qrganisasi yayasan yang disahkan olch ketua Yayasan

Persyaratan

22
!
!
23

Susunan pengunts yayasan dan Struktur organisasi sekolah

Denah gedung sekolah )

Daftar Riwayat Hidup Kepala Sckolah

Fotokopi ijazah Kepala Sckolah dan Guru, daftar nama personalia sekolah serta uraian tugasnya

Memiliki peserta didik sckurang-kurangnya 5 (lima) orang dan Daftar peserta didik yang terbaru atan
terakhir

Daftar inventaris sekolah
Tata tertib sekolah dan Jadwal mata pelajaran

Instrument evaluasi atau monitering
Surat perny Kepala Sckolah {bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai
ketentuan pemerintah daerah

Surat pernyataan {bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang digjukan

Bagan Alir

{Terlampir

Biaya / Taril

Rp. 0, (TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS)

Jangka Waktt: Penyelesaian

Maksimal 3 (tiga) hari kerja

Produk Pelayanan

Senifikat Izin Operasionsl Sanggar Seni Dan Budaya

Jarana, Pmsarana, danfatau
Fasilitas.

E
|

‘5‘5':"5"\0'3"‘I'Q\'U!‘-h‘fd'l@"l—’

Ruang Tunggu
Meja Informasi
Ruang Pengaduan
Komputer

Printer

Kursi Tungmu/Sofa
Kursi Kerja

Meja

Lemari

Mesin Pengpanda
Mesin Hitung
Telepon/HP
Toilet

AC

Sarana, Prasarana, danfatau
Fasilitas.

TV Set

Kipas Angin

Kotak Saran

Koran dan Majalah
Tempat Parkir

! Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

Tersedia Sarana Pengaduan:

Kotak Saran

Petugas Pengadizan

Formulir Pengaduan

Telepon/HP, 08114700045

Email: info.dpmptsp@gmail.com -

Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (1KM)

Waktu penyclesaian pengaduan paling lambat sclesai ditanggapl datam waktw 5 (lima) hari scjak pengaduan
diteritna petugas.

R It R B 2 R Sl R - )



NO

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifileat izinnya.

KOMPONEN URALAN KET
Jaminan Pela;
yanan Jaminan Pelaganan diberikan dalam bentuk:
1 Kcpastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;
2 Diwujudkan datam Maklumat fJanji Pelayanan: -
3  Memberikan pelayanan dengan senyem, ramah, santun dan sepenuh hati;
4 Memberikan pelayanan scsuai dengan Standar Pelayanan (SPj;
5 .
1 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apaptin selain tarif retribusi yang tetah ditetapkan;
[6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat
anda.
i 7 Apabila kami tidak menepati pernyataan inf, maka kami siap menerima sanksi scsuai dengan peraturan
: t perundang-undangan yang berlaku,
1 J ;
: Jami Keam. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap
t
Evaluasi kinerja pelaksana dilaknkan melalui:
Evaluasi Kincrja Pelaksana
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PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a mam_msn a

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan Oleh
Pj. BUPATI BOMEANA

- - fm’mmunnm

Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh

Nama SOP Masyarakat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelalicana @

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbams

Risiko

4, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pendirian

Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan I{ebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian

Satuan PAUD;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar
_Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan,

7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegas1an Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Pinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi front office

3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memaharmi

persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Persetujuan Bangunan Gedung {PBG)

1. Formulir
2, SOP Izin Operasional Pendirian Sekolah Baru Swasta

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permohonan izin tidak akan

diproses.

1. Buku Registrasti
2. Form Pendataan.




1
!
!
i

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

1ZIN PEN[DIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NO

HOMPONEN

|

URAIAN

Izin Dinas Pendidikan &
Kebudayaan

Izin Pendidikan Dasar Yang Disclenggarakan Oleh Masyarakat

Dasar Hulmm

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentany Sigtem Pendidikan Indonesia;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penctapan Peratnran Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pendirian
Satuesn Pendidikan Non Formal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Ketrudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
Satuan PAUD; ' .

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebitdayaan Nomor 12¢ Tahun 2014 tentang Standar
Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

Persyaratan

LIRS I — . NS U = R

Persyaratan yang harus dipenuhi anatara lain ©

Mengisi Formulir;

Surat permohoenan dari yayasan disertai dengan hasil studi kelayakan

Izin Prinsip

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Foto copy akta pendirian yayasan

Surat keterangan yayasan terdaftar di Dinas Sosial

Pertimbangan atau alasan pendirian Sekelah dar ketua Yayasan

Program kerja Sekolah .

Progeam kerja Yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang
Surat keterangan Domisili Yayasan

Surat pernyataan kesanpgupan untuk melaksanakan kurikulom

SK kepemilikan gedung, sertifikat tanah dan FC. 1zin Mendirikan Bangunan (IMB}
Organisasi yayasan yang disahkan oleh ketua Yayasan

Persyaratan

Susunan pengurus yayasan dan Struktur organisasi sekolah

Denali gedung sekolah

Daftar Riwayat Hidup Kepala Scekolah

Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dar Guruy, daftar nama personalia selolah serta uraian tugasnya

Memilild peserta didik sckurang-kurangnya 5 {lima} orang dan Daftar peserta didik yang terbaru atau
terakhir : L

Dafter inventaris sckolah

Tata tertib sekolah dan Jadwal mata pelajaran

Instrument evaluasi atany monitoring

Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai]
ketentuan pemerintah daerah

Surat permyataan (bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan

Bagan Alir

| Terlampir

Biaya § Taril

I Rp. 0,- (TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS)

Jangka Waktu Penyclesaian

[ Maksimal 3 (tiga) hari kerja

Produk Pelayanan

| Sertifikat Tzin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Magyarakat

Sarana, Prasarana, dan/atau
Fasilitas.

Lo - I A e

Barane den Prasarena:

Fuang Tungzu
Meja Informas
Ruang Pengaduan
Komputer

Printer

Kursi TunggufSofa
Kursi Kerja

Mecja

Lemari

Mesin Pengganda
Mesin Hitung
TeleponfHP

Toilet

AC

Sarana, Prasarana, dan/atau
Fagilitas.,

TV Set

Kipas Angin

Kotak Saran
Koran dan Majalah
Tempat Parkir

I'enanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan

o b W e

Tersedia Sarana Pengaduan:

Kotak Saran

Petugas Pengadutan

Formulir Pengaduan
Telepon/HP, 08114700045
Email: infe.dpmptsp@gmail.com

Lembar Indcks Kepuasan Masyarakat (IKM)




HOMPONEN

i : URAIAN

7 ' Waktu penyclesaian pengaduan palmg lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 {lima) hari sejak pengaduan
diterima petugas.

Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:

Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyclesatan;

Diwujudkan dalam Maklumat fJanji Pclayanac:

Memberikan pelayanan dengan senyum, rarosh, santun dan sepenuh hati;
Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);

L R R LR

Tidak ima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan;
6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat
anda.

7 Apabila kami tidak menepati pernyatean ini, maka ka.nu sinp menerima sanksi scsuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Keamanan

Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap
basah.

Evaluasi Kinerja Pclaksana

E Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:

Indeks Kepuasan masyarakat {IKM) yang dibagiken ke setiap petnohon izin setelah menerima sertifikat izinnya.

L

[ S

Jps-
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PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Hag U!’A'I'EN

Naomor SOP

Tgl Pembiitan

|Tel Revisi

Tgl Efektif
-~

Disahkan Oleh
isa e PFj. BUPATI BOLZM

T / BURHANUDDIN

Nama SOP Izin Pungutan Uang Atau Barang (PUB)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana ¢

1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Noemor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan
Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5 Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewénang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bombana

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi front office

|3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami persyaratan

dari setiap perizinan dan Nonperizinan.

4, Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengadministrasian Surat Masuk

2. SOP Pengadministrasian Surat Keluar

3. SOP Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. SOP Teknis Izin Pengumpulan Sumbangan

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2, Formulir perizinan dan non perizinan

3. Form Verifikasi

4. Form DIL

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permohonan izin
tidak akan diproses.

1. Buku Registrasi
2. Form Pendataan.




STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
IZIN PUNIGUTAN UANG ATAU BARANG (PUB)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

—— e R ) T R T e | | e

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengumpulan dan :

Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Bupati Bombana Nomor &7 tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bombana

Pergyaratan

B

Mengisi Formulir Surat Permohonan;

FC, KTP Pemohon;

Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

FC. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;memiliki pengunus;

Terdaftar pada instansi sosial;

Rekomendasi dari instansi sosial;

Daftar calon penerima sumbangan;

Rencana pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari
instansi sosial; dan

Nomor rekening bank Lembaéa Kesejahteraan Sostal,

Bagan Alir

" Terlampir

Biaya/Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

TIDAK DIFUNGUT BIAYA/GRATIS

7 ftujuh) hari kerja

Produk Layanan

Iizin Pungutan Uang Atau Barang {PUB}

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas.

§ara.na dan Prasarana:

Ruang Tunggu
Meja Informasi
Ruang Pengaduan
Komputer

Printer :
Kursi Tungegu fSofa.
Kursi Kerja

Meja

Lemari

Mesin Pengganda
Mesin Hitung
Telepon/HP

Toilet

AC

TV Set

Kipas Angin

Kotak Saran

Koran dan Majatah
Tempat Parldr
CCTV

Kursi Roda

Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak

s

Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan

Tersedia Sarana Pengaduan:

L

- P T

Kotak Saran

Petugas Pengaduan

Formulir Pengaduan

Telepon/HP. 08114700045

Email: info.dpmptsp@gmail.com

Website : dpmpisp.bombanakab.go.id

Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat sclesai ditanggapi dalam
waktu 5 {lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:

Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;
Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:

Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;
Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SF);




NO

KOMPONEN

URAIAN

|

f

5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif]

E reiribusi yang telah ditetapkan; '

6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kamif

{ siap mengantarkan ke alamat anda.

7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima
sartksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Keamanan

SK dicetak dengan menggunakan kertas khusus, bernomeor seri dan dibubuhi
tanda tangan asli dan dicap basah.

i | EvaluasiKinerja Evaluasi kinerja pelaksansa dilakukan melalui:
Pelaksana I:ndeks Kepuasan masyarakat {IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin
setelah menerima sertifikat izinnya.
12 Jumlah Pelaksana - 1 erang Front Office

1 orang Kepala Seksi

1 orang Kepata Bidang

1 orang Back office

1 orang Sekretaria Dinas
1 orang Kepala Dinas

2 orang tim teknis

LI

Kompetensi Pelaksana

DPMPTSP
1 Pendidikan minimal SMA
2 Memahami alur perizinan
3 Mampu mengoperasikan komputer
Tim Teknis
1 Pendidikan 81
2 Masuk dalam SK Bupati
2  Sertifikat Keahlian
1

Pengawasan Internat

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas
) 2! Sistem E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksana
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Nomor SOP
PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA Tel Pembuatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tgl Revisi
' Tgl Efektif
— Disahkan Oleh /
" KABUPATEN ™ /
i Pj. BUPATI BOMBANA
MBU'RHAN_UDDIN
Nama SOP REKOMENDASI PRINSIP
Dasar Hukum : Knalifikast Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko

4, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang
Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang
Penanaman Modal.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penenaman Modal Kabupaten
Bombana.,

6. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

1. Minimal SMA

2. Memahami tugas dan fungsi front office

3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami
persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan.

4. Mampu mengoperasikan komputer,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 1, Komputer yang dilenghkapi dengan aplikasi
2. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Wilayah 2, Ketersediaan Jaringan Internet
3. lzin Lingkungan
4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
5. Nomor Induk Berusaha, (NIB)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permohonan izin tidak akan
diproses,

1. Buku Registrasi

2. Form Pendataan.




STANDAR PELAYANAN (SP)
REKOMENDAS! PRINSIP

KOMPONEN

URAIAN

§
i Dasar Hukum
i

—

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

2 Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Ristko

3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
di Daerah .

4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penenaman Modal
Kabupaten Bombana.

§ Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

i Persyaratan Persyaratan yang harus dipenuhi anatara lain ;
1 Mengisi Formulir; : _
2 Surat permohonan yang ditanda tangani di atas materai 6.000 oleh direktur perusahaan
dilenigkapi dengan surat kuasa bermaterai 6.000 apa bila penandatangan tidak dilakukan
secara langsung oleh pemohon/direktur perusahaan;
3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk {(KTP) Direktur dan Pemegang Saham;
4  Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
5 HNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Pemegang Sahatn 4
& Foto copy Sertifikat Tanah/Akta Jual Beli/Sewa Lahan Lokasi Rencana Kegiatan Usaha; '
7 Surat Pernyataan Persetujuan darl Tetangga Sekitar Lokasi Rencana Kegiatan Usaha;
E 8 Surat Pernyatasn Bersedia untuk memberikan konstribusi serta memenuhi segala
: perizinan sesuai ketentuan yang berlalu;
9 Data Rencana Kegiatan Usaha;
i . 10 Gambar Situasi f Denah Lokasi Rencana Kegiatan Usaha;
f .
- Bagan Alir | Terlampir !
) Biaya / Tarif | | Rp. 0, (TIDAX DIPURGUT BIAYA/GRATIS)
» | Jangka Waktu Penyelesaian Maksimat 2 (dua) hari kerja
v | Produk Pelayanan | | Rekomendasi Prinsip '
* | Sarana, Prasarana, dan/atau | g,1ang dan Prasarana: :
| Fasilitas. : ;
1 Ruang Tungru :
2 Meja Informasi
! 3 Ruang Pengaduan
4 Komputer
; 5 Printer
6 Kursi Tunggu/Sofa
7 Kursi Kerja
! 8 Meia
i 9 Lemari

10 Mesin Pengganda
11 Mesin Hitung

12 Telepon/HP

13 Toilet

i4 AC

15 TV Set

16 Kipas Angin

17 Kotak Saran

18 Koran dan Majalah
19 Tempat Parkir

20 Kursi Roda

21 Ruanp Menyusui
22 Ruang bermain anak
23 Ruang Sholat

. 24_CCTV
= Penanganan Pengaduan, - | Tersedia Sarana Pengaduan:
Saran dan Masukan i Kotak Saran

1
2 Petugas Pengaduan

3 Formulir Pengaduan

4  Telepon/HP. 0811 470 045

5 Email; info.dpmptsp@gmail.com

6 Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat {(IKM}

7 Waktu penyelesaian pengaduan paling lamnbat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima)

hari seiak pengaduan diterima petugas.

Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:

Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;

Diwujudkan dalam Maktumat fJanii Pelayanan:

Memberikan pelayanan dengan senyurm, ramah, santun dan sepenuh hati;

Memberikan pelavanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SFj;

Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain taril retribusi yang
telah ditetapkan;

Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|4 QA S

o

Jaminan Keamanan

Dokumen lzin dicetak dengan menggunakan kertas khusus, Nomor dokumen dan dibubuahi

tanda tangan digital (E-signature) serta menggunakan QR Code Khusus.




NG

HOMPONEN

URAIAN

tvaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM] yang dibagilcan ke setiap pemohon izin setelah menerima
dokumen izinnya. -

Kompetensi Pe_laks.ana

i
[
4

DPMPTSP dan INSTANSI TEKNIS
I pendidikan minimal SMA
2 mampu mengoperasikan komputer
3 Memahami sistern OSS RBA

fengawasan Internal

Pengawasan melekat yang ditakukan olgh Kepala Di
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PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 KABURATEN

3
§

_ ) ...
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. . b
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| bl » ‘.;' v
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ot

Y o’

Nomor SOP

Tei Pembuatan

Tl Revis

el Bkt

Disahkan Oleh Pj. BUPATI BOMBANA

_BURHANUDDIN

g
Nama SOP KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
{KKFR)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3 Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko : '
-4 Peraturan Pemerintah Nomeor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang '

Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang
Penanaman Modal. '

6 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

7 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penenaman Modal Kabupaten

8 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033

@ Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi front office

3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami

persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan,
4, Mampu mengoperasikan komputer.,

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Izin Lingkungan {Amdal, UKL-UPL, & SPPL)
2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2. Formulir perizinan dan non perizinan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permohonan izin tidak akan
diproses.

1. Buku Registrasi

2. Form Pendataan.




STANDAR PELAYANAN PUBLIK {SPP)

IIKESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)

ROQ

KOMPONEN

|

URAIAN

Izin Sektor Pertanahan

Kesesunian Kegiatan Pemanfaatan kuang {(KKPR)

1w

Dasar Hukuym

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indotiesia Nomor 6 Tabun 2023 Tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Unda.ng-Un(Iang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta, Kerja Menjadi Undang-Und

b

Peraluran Pemerintah Nomer 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelengparaan Penataan Ruang

Peraluran Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang

Usaba Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang

Penanaman Modal.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Masional Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomer 13 Tahun 2012 tentang Penenaman Modal Kabupaten
Peralurun Dacrah Kabupaten Bombana Nomeor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033

FPeraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenanyg Penyelenggaraan
Pclayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

Persyaratan

1
2

Persyntatan yang harus dipenuhi anatara, Jain

Mengisi Formulir;
Surat permohonan yang ditanda tangani di ataz materai 6.000 oleh direktur perusahaan dilengkapi

dengan surat kuasa bermateral 6.000 apa bila penandatangan tidak dilakukan secara langsung olch
pemohon /direktur perusahaan; -

Foto copy Kariu Tanda Penduduk (KTP) Dircktur dan Pemepang Saham;

Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannoya;

Nomor Pokol: Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dait NPWP Pemegang Saham

Foto copy Sertifikat TanahfAkta Jual BelifSewa Lahan Lokasi Rencana Kegiatan Usaha;
Surat Pernyataan Persctujuan dar Tetangga Sekitar Lokasi Rencana Kegiatan Usaha;

Persyaratan

S nw wa o b

Surat Pernyataan Bersedia untuk memberikan konstribusi serta memenuhi segata perizinan sesuai

Data Rencana Kegiatan Usaha;
Gamlxr Situasi / Denah Lokasi Rencana Kegiatan Usaha;

Titik Koordinat Lokasi yang dimohonkan.

Bagan Alir

| Tertampic

Biaya, / Tarif

| Rg. 0,- (TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS)

.angka Waktu Penyelesaian

| Maksimal 7 {tujuh} hari ketja

Produk Pelayanan

| Dokumen Kescsuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPR}

~irana, Prasarana, danfatau
\ Fasilitas.

o

dan Pr

LT - R

— e e
[0 R =

[
3

15
16
17
18
19
20

Ruang Tunggu
Meja Informasi
Ruang Petigaduan
Komputer

Printer

Kursi Tunggu /Sofa
Kursi Kerja

Meja

Lemari

Mesin Pengganda
Mesin Hitung
Telepon/HP

Toilel

AC

TV Set

Kipas Angin

Kotak Saran
Koran dan Majalah
Tempat Parkir
CCTV

Hera Nganan Pwianga'c‘luan, SBaran dan
SLUKan

IR I S S S

Tersedia Sarana Pengaduan:

Kotak Saran

Petugas Pengaduan

Formulir Pengaduan

Telepon/HP. 08114700045

Email: info.dpmptsp@email.com

Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM}

Wakiu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapl dalam wakiu 5 {lima} hari scjak
pengaduan diterima petugas.

1.

Jaminan Pelayanan

LI A S

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:

Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;

Diwujudkan dalam Maklumat fJanji Pelayanan;

Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;
Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP;

Tidak menerima dan meminta imbatan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan;




RO ! KOMPONEN

URAIAN

6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat
anda.

7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlafko,

(- Jaminan Keamanan

Sertifikat dicetak dengan menggunakaﬁ kertas khusus, bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan Secara
Elcktronik {E-Signature)

12 Bvaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:

Indeks Kepuasan masyarakat {IKM) ysng dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifileat
izinnya. -
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PEMERINTAH KABUKPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| KABUPATEM

a

Nomor SOP
Tgl Permbuatan
Tglﬁav; o e —
Tgl Efelktif
Disahkan Oleh )
Pj. BUPATI BOMBANA
BURHANUDDIN
-
Rekomendasi Kesesuaian Rencana Lokasi
N sop Terminal Khusus

Dasar Hukum :;

Kualifikasi Pelaksana :

1, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 20 Tahun 2017 Terminal Kuhus dan Termina! Untul
Kepentingan Sendiri,

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

8. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

1, Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi front office
3. Mampu berkormunikasi dengan baik dan memahami

persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan.
4, Mampu mengoperasikan komputer, o

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengadministrasian Surat Masuk
2. SOP Pengadministrasian Surat Keluar
3. SOP Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2. Formulir perizinan dan non penzman

3. Form Verifikasi

4, Form Dlil,

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permochonan izin
tidak akan diproses,

1. Buku Registrasi
2. Form Pendataan.
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STANDAR PELAYANAN PUEBLIK (SPP)

REKOMENDASI KESESUAIAN RENCANA LOKASI TERMINAL KHUSUS

NOI

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kega Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomeor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhana;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 20 Tahun 2017 Terminal
Kubhus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelengaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bombana

Persyaratan

Administrasi ¢

- Surat Permohonan
- Data Perusahaan
Teknis :

- Koordinat Geografis
- Peta Bathimetri

- Data, Oceanografl

SR L U ) RN " TN S, NI, ST U2 T C SN N R

Bagan Alir

Terlampir

Biaya/Tarif

TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

Jangka Waktu
Penyelesaian

t
7r {tujuh) hari kerja

Produk Layanan

l?enca.na Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus

Sarana, Prasarana,
dan/fatau Fasilitas.

Sarana dan Prasarana:
Ruang Tunggu
Meja Informasi
Ruang Pengaduan
Komputer

Printer

Kursi Tunggu/Sofa
Kursi Kerja

Meja,

Lemari

10 Mesin Pengganda
11 Mesin Hitung

12 Tetepon/HP

13 Toilet

14 AC

15 TV Set

i6 Kipas Angin

17 Kotak Saran

18 Koran dan Majalah
19 Tempat Parkdir

20 CCTV

21 Kursi Roda g :
22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak

ARG N O LB GO N

Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan

Tersedia Sarana Pengaduan:

Kotak Saran

Petugas Pengaduan

Formulir Pengaduan

Telepon/HP. 08114700045

Email: info.dpmptsp@gmail.com

Website ; dpmptsp.bombanakab.go.id

Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (TKM)

Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam
walktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

Jaminan Pelayanan

[ N, LA B WS BN S

;aminan Pelayanan diberilcan dalam bentuk: .

Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;

Diwnjudkan dalam Maklumat fJanji Pelayanan:

Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;

Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SF);
Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif}

retribusi yang telah ditetapkan;

RNV o  SIPL. S, 2% 70 = JSF)




HOMPONEN

URAIAN

siap mengantarkan ke alamat anda.
Apabila kami tidalt menepati pernyatasn ini, maka kami siap menerima

E
E
|
i
T Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami
? .
| sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

! !

Jaminan Keamanan

SKI dicetalz dengan menggunakan kertas khusus, bernomor seri dan dibubuhi
tanda tangan asli dan dicap basah.

Evaluasi Kinetja
Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui;

|
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagilan ke setiap pemohon izin
setelah menerima sertifikat izinnya.

Jumlah Pelaksana

1 orang Front Office

"1 orang Kepala Seksi

1 orang Kepala Bidang
1 orang Back office

" 1 orang Sekretaris Dinas

1 orang Kepala Dinas
2 orang tim teknis

Kompetensi Pelaksana

DPFMPTSP
1 Pendidikan minimal SMA
2 Memahami alur perizinan

3; Mampu mengoperasikan komputer

“Tim Telknis

1 Pendidikan 81 _
2 Masuk dalam SK Bupati

% Sertifikat Keahlian

Pengawasan Internal

1, Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas
2. Sistem E-tracking sebagai pernantau kinerja pelalksana

i .




mnueioag
Tohg yeg

ruelus perng

uoyomad

TH] UBETeoTIag
UITMHO]

TresHtistaag

W[ URUONOTAIR]
wammnsog
ey Buagan
ONE LTSI

"R wiraf w1

rwyoefuad muane yem g
WU AIAS 1equua] b, o sREyeL
REIA, fema] g [ele i ! D ¥
umwEicIag ceniag ,_ Sueq i wENIRY yomred
WRUOQOULIS JeIng “t wenen rms oep e W
Twuegusd jem ™oy g uredip
x.sq: wemeierag prpwy epwdoy %ﬁs&

.‘b«n!—o.—

P 3_3 .u.._
n!un o gﬁacon FRrOg Fed .dﬂnﬂona

Fupfren-» side g

BT @I QM) b ‘gogomad
FERGUIA Toqm] g Tpudes] THEAID AMUN O epuda emogoauad
TRRERR] eI 2 uﬁbnqauscvﬁ fyesediism oup Sa;
ool wmg ‘1 -3 (e nnep 1 wep 1

& i (Famp Arpun OF 97
et W sa... desius] yepra aojowesd
euntaq wrqedy -q ‘O wpeds eAeqmYH
aee ‘denBus] NP FUALN W @ 2 Gogomad |
eeyraq oedexBusian esNLLGTE [P BRILITa |

U] URUOyomIA

wogumad upedsy wTEqEayp weuogouid)
—___seRteq wee dedoe] Fepn uizy Ty

aa...ﬁvﬁﬁmdu&u&o&aﬂa&ase
gomsad wendeg Geriue) v B

Z

um fisad wedePusian von
. WEp WY ietrarjartiad veaag empSuspy

NVEHALANIG DNYA {NVORQENITIL HOLYVHI4O
INdALNG ALHYM WAV NYAVIVARIEL LVNTAY LTS JELONd IOV EVaIa) EDINIL ado ﬁah.i arava { TILLAO NIVE ISVELITAA SNALO LOOud
o aMva nLaw VNYSHYI3d
1SOHA 1 S¥ONANG:

BEVLIIALLHY

oM




FRmPIOa Jrreg s

ENDIAL

mwodeg

snogag
], vl

=8 2] ey oo 1

“oemeleyag prgey epeday
IOYRIEEP AMTT O Tped 5] Twpeqmsfp
TETPAIY "HelaHp teptie Bl termnad

fon eped wiurersd torggng

3 | #1

“przedp yooan 1EYag

wreday epedyy ot

£l

SnSTY FIWIAL o] T oH
Amoun og

Yerp 15 1BIne
epedsop meyreduefuso oep srume) veRuegutied
[P PRI 1NN TEEedep vunLaH |

[

+ gead rp

Amuon fetad pqu eped

Mep $Nofe) uefuequnisd peey eI eTRRG| T

Toqomag FupreSead jeme g
uImnyo Tep uRnnTRmag eq@e] | RN IR ] aenwremeg meqmet ‘A8 1AM wpedar AR fonp $T0ia
seitreduag png Isenijus,, Jeqaey gl FRATUIA JqUT E maad rerne v Joasd 1op
teureklad sURted (L umjereiEIag FERIeg dun@usp Degfestpreq sRop vadmequmniad |
WeOoifomia Jeing - | TVIoyowIag yemns ‘i UED LG LT TOp AR [V Hep 1atne emmsuapy] 01
repredusd smine g awpueinad mmne g
q 'd J Feqma] b "ORRNUNR] TR
UM Uep S, SAmaY f 1SRN, TRqmRT L
reitredulg mng TmeIRizIag Feiag T Teereisreg SeNI '
TeBoYoNLIa] FRING (T UBUOLOILEA] JRIng *]
sToqa] unp epecay
owp J IS REIRUIN
g REep Jeredip qey:
et reyoeiuad rins g renurahed Yerne 1reap g
Mrayepumnig g equa] NI JquEeT
Tenreduag yesng IR feqmay g ISENTIaA Teqma '
trarefaad eniag L TEreRAEINd TORISg T o8
TRTIGOOLA] Jarng *f RO NG *| o
Hryan T pams frel 9

A seman ey cpne kg -] ieg




wOe Y L

weperspadiosd niyes THOL

BNl Mg g
ystsodayy requry
FepRamoAd
L L i . reprefuad wrng M
"TENEJTRIIS Joqms] b
FEILIA, QW] g
wraeIvierad weniag 'y “wotjomad wpedan _amu_»a
FEUOOmIa Jeng T gujes Suek vemred TOp e ]
ensdag nyng ‘6|
wedrareporen
L . ... Teens@ar amon . qejas yaleil t02] JeIng g
woq uep UeSuwrvpoeip - ywode mquey
BANL 1etug ey#t AARLL, UIZ] TS L ¥ frepurmonay ]
0] BN | mwepusmonay usmnAed '@ o] O
wep rreeday rnusgoad jume g reyreduad 1emms g
TEWAEIUN A TeqUI] “URTR TR @S] Feqma kb
FERATURA fequ] L FEYGUSA requa g | ‘uogowad vpeday
mejernfeIag coneg ‘g weIedsiag seId ‘T TRISSp ANIUN O wpeday tenL. wp
TEUOYeILA] J8mg ] WMol wing | L op oH wansduanl 8l
AL Mg g
wefiyepreip tsyeodsng Teq
I N3 §HNL yBmg vt L Feepdattoyay
WRPOIWORY TIWIHNT 0 uFTmNo) ‘0
wsm HISHAL tepeBuad jone g Tepurdued juans g
ored UVERITEMS Fequua] - URMEITEMA] TeqEF] f "URIELIRA ey
TEEATHAA L] "L FeAyUAs eGUr] g warieq vped sepieg umscwousd frensimg
wriweieiag ceRig g werereiarag ST T At 08 3 UEequIp bAuinlinge Tep
URLOUOUIAT Yeum: URUOLOULIR] 1RmE T peradrp yepe fued 7L P | L1
: ML ey g
Isteods1q Foqmey
Jeredip UFj3l EANIIENG L L e 1y
ypIooy Ferey FEptRmoyIY BT "9 Tammmoc] "9
L - rymednad yems g repuwfuad yems g
TEMRIUNTI] IRq@IT 4 menaeita Jeque b ’ “prefratEpURID,
WONglaA Sequia] WYL Tequia] E Argun sIpEy epeday weqazcp Anivn odl
teyenadsrad evpog 2 uewIRisIad sexcag T epedas] TeYRWap OerpnmaY qEISHD YEL
FEUOQOULLA ] yerng *1 TWeHOeantad iwing ' Boel pad eped mgqnqEap] 9l
BANL teng g
rs1odsiq rqmaT,
: Fetedip Tela) §UNL YINS ° [ 3 epuLmoRdy
o JesRg g s e ] uatrnio(] 9
_ roueduad ymane ¢ FeprePuad yeins ' .
BRENIETL, | riman A0 AR ML B
[ L IR T FFT B s sty | L
WIS AN Ly e Wty e
L AL R L R

I T TN R L




